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MOTTO 
 
 
 
221. dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka 
beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita 
musyrik, walaupun Dia menarik hatimu.dan janganlah kamu menikahkan orang-
orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka 
beriman.Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, 
walaupun Dia menarik hatimu.mereka mengajak ke neraka, sedang Allah 
mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.dan Allah menerangkan ayat-
ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil 
pelajaran   
(al-Baqarah 221) 
 
Abdullah ibnu mas‟ud r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda pada kami:” Wahai 
generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaklah ia 
kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memeihara kemaluan. 
Barangsiapa belum mampu hendaklah berpuasa, sebab ia dapat 
mengendalikanmu. (Muttafaq Alaih). 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di fakultas 
Syari‟ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta berdasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah: 
1. Konsonan  
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf 
latin adalah sebagai berikut: 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba b Be 
ت Ta t Te 
ث s\a s\ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim j Je 
ح h}a h} Ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal z\ Zet (dengan titik di atas) 
ز Ra r Er 
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ش Zai z Zet 
ض Sin s Es 
ش Syin sy Es dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di 
bawah) 
ض d}ad d} De (dengan titik di 
bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع „ain ...‟.... Koma terbalik di atas 
غ Gain g Ge 
ف Fa f Ef 
ق Qaf q Ki 
ك Kaf k Ka 
ل Lam l El 
و Mim m Em 
ن Nun n En 
و Wau w We 
ي Ha h Ha 
 
 
x 
 
ء Hamzah ...‟.... Apostrop 
ي Ya y Ye 
 
2. Vokal 
 Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari 
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
 Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fath}ah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 ةتك Kataba 
2 سكذ Z|ukira 
3 ةهري Yaz|habu 
 
b. Vokal Rangkap 
 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka translierasinya gabungan huruf, yaitu: 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf Nama 
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ي ........أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و ..........أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
 Contoh: 
No Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لىح Haula 
 
3. Maddah  
 Maddah atau vokal yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
...أي ....  Fathah dan 
alif atau ya 
a> a dan garis di atas 
ي ........أ Kasrah dan ya i> i dan garis di atas  
و .........أ Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ميق Qi>la 
3. لىقي Yaqu>lu 
4. يمز Rama> 
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4. Ta Marbutah 
 Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua: 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah 
/h/. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta marbutah diikuti oleh 
kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu 
terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
 Contoh: 
No Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضوز Raud}ah al-at}fa>l raud}atul atfa>l 
2. ةحهط T}alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
 Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. 
Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan 
huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
 Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اىّتز Rabbana 
2. لّصو Nazzala  
6. Kata Sandang 
 Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu 
لا . namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata 
 
 
xiii 
 
sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang 
diikuti oleh huruf Qamariyyah. 
 Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah 
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan 
huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 
Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah 
ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan 
sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau 
Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan 
dihubugkan dengan kata sambung. 
 Contoh: 
No Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
 Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan 
di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan 
karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh 
berikut ini: 
No Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala  
2. نورخأت ta‟khuz\u>na 
3. ؤىنا An-Nau‟u 
 
 
8. Huruf Kapital 
 Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang 
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berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama 
diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata 
sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri 
tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. 
 Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila 
dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan 
tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang 
dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan. 
 Contoh: 
No Kalimat Arab Transliterasi 
1. لىسز لاإ دمحم امو Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
2. هيمناعنا بز للها دمحنا Al-hamdu lillahi rabbil‟a>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
 Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim maupun huruf ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab 
yang sudah lazim dirangkaikan denga kata lain karena ada huruf atau 
harakat yang dihilangkan maka peulisan kata tersebut dalam 
transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada 
setiap kata atau bisa dirangkaikan. 
 Contoh: 
No Kalimat Bahasa Arab  Transliterasi  
1. هيقشاسناسيخ ىهن للها نإو Wa innalla>ha lahuwa khair ar-
ra>ziqi>n/ Wa innalla>ha lahuwa 
khairur-ra>ziqi>n  
2. ناصيمناو ميكنا اىفوأف Fa aufu> al-Kala wa al-mi>za>na/ Fa 
auful-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRACT 
 
 SITI ZAENATUL MAR‟AH, NIM: 122.121.037“LARANGAN 
PERKAWINAN DALAM ADAT MASYARAKAT PERSPEKTIF HUKUM 
ISLAM”(Studi Kasus di Desa Kemantren dan Desa Wado, Kecamatan 
Kedungtuban, Kabupaten Blora) 
 
 One of the phenomena that occur in Indonesia is the prohibition of 
marriage in the indigenous communities. Marriage customary society is a 
marriage performed by a man who is married to a woman (village Kemantren and 
village Wado), the prohibition of marriage between the village, in the village of 
Kemantren and village Wado but already there in ancient times is prohibited so 
that no one may violate regulations that already exist in the ancient times.The 
steps and methods used to obtain the data in qualitative research is field research.  
 
 Field research is used to gather information that is done through in-depth 
interviews to a number of respondents from some number of people, along with 
field observations to observe firsthand the lives of offenders who violate the 
prohibition of marriage in the indigenous community and also dekumentasi to 
know the profile of the village of Kemantren and village Wado. While the 
approach used is a normative approach-Anthropology. 
 
 The results obtained from this study is that the factors that cause people 
still trust the Prohibition of Marriage between village and village Wado 
Kemantren are factors myths and traditions that are still in trust until now. While 
the reasons for which they remained dare to ban marriages within the indigenous 
community because it only considered a myth. based on the perspective of Islamic 
law ban perkawina in indigenous communities are not in accordance with Islamic 
law, since the prohibition of marriage in the indigenous communities are not 
included in those forbidden to marry in accordance with the letter an-Nisa 'verse 
22  and 23. 
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BAB  I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Dalam hukum perkawinan Islam dikenal sebuah asas yang disebut 
dengan asas selektifitas. Maksud dari asas ini adalah seseorang yang hendak 
menikah harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah 
dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah.
1
 
Di dalam hukum perkawinan Islam sebagaimana tercantum di dalam 
kitab-kitab fiqh, secara garis besar larangan perkawinan antara seorang pria 
dan seorang wanita disebabkan oleh dua penghalang, yaitu halangan abadi 
dan halangan sementara. 
Halangan abadi ada yang telah disepakati dan ada pula yang masih 
diperselisihkan. Halangan abadi yang disepakati yaitu karena faktor nasab 
(keturunan), pembesanan (karena pertalian kerabat semenda) dan sesusuan. 
Sedangkan yang diperselisihkan yaitu karena zina dan karena sumpah li‟an. 
Sementara halangan sementara yaitu wanita yang masih terikat 
perkawinan dengan laki-laki lain, wanita yang sedang dalam „iddah, wanita 
yang di talak tiga, wanita yang sedang melakukan ihram, dan wanita 
musyrik.
2
 
Di dalamhukum Islam diIndonesia, dikenal dua macam bentuk 
larangan perkawinan, yaitu larangan selama-lamanya sebagaimana dijelaskan 
                                                 
1
 Amir Nuruddin, dkk., Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan 
Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 
2004), hlm. 144. 
2
Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat,(Jakarta:Prenada Media Group, 2010), hlm,3. 
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dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan larangan sementara 
sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 40 sampai pasal 44 KHI.
3
 
Di dalam pasal 39 KHI, tiga golongan wanita yang tidak boleh 
dinikahiyaitu: pertama, haram dinikahi karena hubungan nasab, seperti ibu, 
anak perempuan, saudari perempuan, dan sebagainya; kedua, karena pertalian 
kerabat semenda, seperti mertua, menantu, dan sebagainya; ketiga, haram 
dinikahi karena hubungan sesusuan, seperti ibu susuan, nenek susuan, bibi 
susuan, dan sebagainya.
4
 
Selain larangan perkawinan sebagaimana disebutkan di dalam kitab-
kitab fiqh dan KHI di atas, di masyarakat juga ditemukan larangan 
perkawinan disebabkan oleh ketentuan adat dan tradisi setempat. Umat Islam 
khususnya di Jawa masih sangat patuh dan taat terhadap aturan-aturan adat 
yang berlaku, mereka selalu mengikutinya meskipun terkadang ada yang 
sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan aturan agama. Interaksi antara umat 
Islam dengan komponen-komponen pengaruh luar seperti aturan-aturan adat 
dapat menghasilkan sistem budaya dan berimplikasi pada kehidupan nyata 
misalnya dalam perkawinan, dimana dampak dari pengaruh luar itu dapat 
menyebabkan adanya larangan kawin adat.
5
 
Di Jawa, di sebagian masyarakat ditemukan adanya larangan 
perkawinan anak pertama (barep) dengan anak ketiga. Sementara, di dua desa 
di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, perkawinan antar penduduk kedua desa 
                                                 
 
3
Amir Nuruddin, dkk., Hukum Perdata Islam di Indonesia ..., hlm. 149. 
4
KompilasiHukum Islam Buku 1 HukumPerkawinanpasal39. 
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tersebut. Kedua masyarakat desa tersebut masih memegang prinsip itu atas 
tradisi adatistiadat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka dari zaman 
dahulu hingga sekarang ini. 
Salah satu ketentuan adatnya adalah sebuah larangan perkawinan 
antara penduduk Desa Kemantren dan Desa Wado. Bagi mereka yang 
menentang larangan perkawinan tersebut, maka salah satu dari pihak laki-laki 
atau perempuan yang akan melangsungkan pernikahan itu harus bertempat 
tinggal atau ikut dengan anggota keluarga yang tidak bertempat tinggal di 
salah satu Desa Kemantren maupun Desa wado, dan sesudah menikah 
mereka harus meninggalkan dari desa kelahiran dan mencari desa atau kota 
lain untuk ditempati bersama-sama nantinya.
6
 
Belum diketahui bagaimana sejarah asal usul larangan perkawinan 
antar desa ini terjadi, apa faktor penyebabnya, bagaimana pandangan 
masyarakat tentangnya, serta bagaimana pula pandangan hukum Islam 
terhadap larangan ini, yang membuat penelitian ini menarik untuk diteliti. 
Bedasarkan dengan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik 
untuk meneliti tradisi larangan perkawinan ini dengan judul penelitian 
”Larangan Perkawinan antara masyarakat desa kemantren dan desa wado 
Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora dalam persepektif dasar „urf “. 
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Suwandi,Tokoh Agama dansesepuhDesaWado, wawancaraPribadi, 29 Desember 2015, 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, banyak masalah penelitian yang 
muncul, namun penulis hanya meneliti tiga rumusan masalah berikut:   
1. Apa faktor penyebab munculnya larangan perkawinan penduduk antara 
Desa Kemantren dan Desa Wado? 
2. Bagaimana pandangan masyarakat tentang adanya larangan perkawinan 
antara desa Kemantren dan desa Wado? 
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang masalah larangan 
perkawinan antara desa Kemantren dan desa Wado?   
 
C. TujuanPenelitian  
Tujuan penelitian.  
Penelitian ini bertujuan untuk: 
1. Mengetahui penyebab larangan perkawinan antar Desa Kemantren dan 
Desa Wado. 
2. Mengetahui pandanga nmasyarakat tentang adanya larangan perkawinan 
antara desa Kemantren dan desa Wado 
3. Mengetahui pandengan hukum Islam perhadap larangan perkawinan 
antara desa Kemantren dan desa Wado. 
 
D. Manfaat penelitian  
1. Secara Akademis 
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Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan khususnya 
di bidang ilmu hukum Islam dan umumnya ilmu pengetahuan. Juga dapat 
mengetahui penjelasan larangan antara adat dan hukum Islam. 
2. Secara Praktis 
Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat 
desa Wado dan desa Kemantren dalam membentuk sikap mengenai 
larangan perkawinan antara dua Desa. 
 
E. Telaah pustaka 
Pada dasarnya sudah banyak karya tulis yangserupaatau sama dengan 
judul penelitian ini,yang membahas tentang larangan perkawinan adat. Dalam 
buku hukumperdata Islam di Indonesia(studi kritis perkembangan hukum 
Islam dan fikih, UU No. 1 tuhun 1974 sampai (KHI). 
Rofiq, Islam dan Masyarakat Jawa (Study Larangan Perkawinan Antar 
Kampung di Onggometran Nayan Maguuwoharjo Depok Sleman Yogjakarta), 
JURNAL PENELITIAN AGAMA, vol. XIV, no. 3 September-Desember 
2015. 
Nola Putriyaah P., Perkawinan Eksogami (Larangan perkawinan satu 
Datuak, Hukum Islam di Nagari Apung Kuranji, Sumatra Barat), Al-Ahwal, 
Vol. 8, No. 2, 2015 M/1436 H 
Nanik Purnama Sakti, Perkawinan Adat Masyarakat Primitif menurut Perspektif 
Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 (Studi tentang Perkawinan Adat Dukuh 
Sendang, Klampok, Desa Ngebung, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen), 
Skripsi, Fakultas Syariah STAIN Surakarta, 2006. 
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Vivi kus Aisyah, Laranganadat Perkawinanantara Desa dalam Perspektif 
Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Srago Cilik dan Desa Srago Gede 
Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten), Skripsi, Fakultas Syariah IAIN 
Surakarta, 2016. 
Tulisan ini menjelaskan perkawinan seseorang yang hendak menikah 
harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa saja dia boleh menikah dan 
dengan siapa dia terlarang untuk menikah. Dalam hukum adat banyak sekali 
pantangan kalau mereka harus menikahkan anak-anaknya dengan siapa 
mereka akan dapat mengizinkanya. Sebab orang yang ada di desa sangat 
sekali cenderung mengikuti tradisi di desa mereka yang sudah ada dari sejak 
dahulu dan diyakini untuk tidak dilanggar karena sudah pada mendarah daging 
dalam diri demikian masyarakat Desa Wado dan Desa Kemantren. 
F. Kerangka teori 
1. Teori Hukum Islam  
a. Pengertian Hukum Islam 
Fiqh menurut Abu Zahrah adalah mengetahui hukum-hukum syara‟ 
yang bersifat amaliah yang dikaji dari dalil-dalil secara terperinci. Menurut 
Al-Amidi fiqh berarti ilmu seperangkat tentang hukum syara‟ yang bersifat 
furu‟iyyah yang diperoleh melalui penalaran. Dari definisi tersebut fiqh 
merupakan upaya manusia dalam memahami dan menginterpretasikan 
ajaran wahyu atau hukum syara‟ yang terdapat dalam Al-Qur‟an. Karena 
7 
 
 
 
fiqh hanya merupakan interpretasi dan pemahaman yang bersifat d}anni, 
kebenarannya bersifat relatif.
7
 
Hukum Islam, istilah hukum Islam sebenarnya tidak ada dalam 
berbagai literatur arab, baik dalam Al-Qur‟an, Hadits, maupun dalam 
kitab-kitab fiqh, yang ada hanya katasyariat, fiqh, maupun hukum Allah 
dan kata yang seakar dengan kata-kata tersebut. Kata hukum Islam 
menurut Fathur Rahman Djamil merupakan terjemahan dari kata “Islamic 
Law”8Dengan demikian istilah hukum Islam merupakan istilah khas 
Indonesia. Hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata yaitu 
hukum dan Islam. Yang mana dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah 
peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah swt dan sunnah rasul 
tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat 
bagi semua pemeluk Islam.
9
 
b. Sumber-sumber Hukum 
Di dalam hukum Islam secara garis besar mengenal dua sumber hukum 
yaitu hukum yang bersifat naqly dan aqly. Sumber hukum naqly ialah Al-
Qur‟an dan As-sunnah, sedangkan sumber hukum aqly ialah hasil usaha 
menemukan hukum dengan menggunakan olah pikir dengan beragam 
                                                 
7
Dedi Ismatullah, Sejarah SosialSosial Hukum Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm 
19. 
8
M.Usman, Buku Daras Mata Kuliah Filsafat Hukum Islam, (Jurusan Syari‟ah IAIN 
Surakarta, t.t.), hlm 6. 
9Abdul Aziz, “Posisi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Sistim Hukum Naisional,” Jurnal 
Al-Ahkam, (Surakarta: Jurusan Syari‟ah STAIN Surakarta), Vol. 3 Nomor 2, 2005, hlm 245.  
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metodenya.
10
 Dan yang akan dijelaskan dalam pembahasan ini adalah 
sumber hukum Islam yang bersifat naqly yaitu Al-Qur‟an dan Sunnah. 
1) Al-Qur‟an 
Al-Qur‟an merupakan sumber dari segala sumber hukum. 
Darinya ditimba hukum yang lain, dalam merumuskan semua 
hukum. Dalam pandangan Islam, jika manusia menghendaki 
kemaslahatan dan keselamatan harus berpedoman dan berwawasan 
Al-Qur‟an. Segala hukum dan perundang-undangan buatan manusia 
tidak boleh bertentangan dengannya. Seluruh Al-Qur‟an dari segi 
lafad} dan maknanya adalah qath‟iy al-wurud, yang artinya semua 
lafad} dan maknanya yang terkandung di dalam Al-Qur‟an adalah 
benar-benar datang dari Allah tanpa diragukan keasliannya. Oleh 
karena itu Al-Qur‟an dari segi lafad} dan maknanya adalah 
mutawatir.
11
 
Kehujjahan Al-Qur‟an menurut pendapat Imam Syafi‟i bahwa 
Al-Qur‟an merupakan sumber hukum yang utama dan pertama, 
bahkan beliau berpendapat “tidak ada yang diturunkan kepada 
penganut agama manapun, kecuali petunjuk yang terdapat dalam Al-
Qur‟an. ”Oleh karena itu Imam Syafi‟i senantiasa mencantumkan 
nash-nash Al-Qur‟an setiap kali mengeluarkan pendapat sesuai 
dengan metode yang dipergunakan yaitu deduktif.  
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Abd Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam, (Jakarta: 
Kencana, 2012), hlm 2. 
11
M.Usman, Buku Daras Mata Kuliah Filsafat Hukum Islam, (Jurusan Syari‟ah IAIN 
Surakarta, t.t.), hlm 50 
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Menurut Ahmad ibnu Hambal, kehujjahan Al-Qur‟an merupakan 
sumber dan tiang syari‟at Islam yang di dalamnya terdapat berbagai 
kaidah-kaidah yang tidak akan berubah sepanjang masa. Al-Qur‟an 
mengandung hukum-hukum syara‟ yang bersifat global yang 
penjelsannya berada dalam Sunnah. Karena itu Sunnah mempunyai 
kedudukan yang kuat dalam menegakkan agama Islam, sehingga 
beliau sering kali menyebut bahwa sumber hukum Islam adalah nas} 
tanpa menyebut Al-Qur‟an terlebih dahulu atau Sunnah.12 
Kehujjahan Al-Qur‟an menurut Imam Malik, hakikatnya Al-
Qur‟an adalah kalam Allah yang lafaz dan maknanya dari Allah swt. 
Ia bukan makhluk karena kalam Allah adalah termasuk sifat Allah. 
Sesuatu yang termasuk sifat Allah tidak dikatakan makhluk, bahkan 
dia memberikan predikat kafir zindiq kepada oang-orang yang 
menyatakan bahwa Al-Qur‟an itu makhluk. Imam Malik juga sangat 
keberatan untuk menafsirkan Al-Qur‟an secara murni tanpa memakai 
as\ar. Sehingga beliau berkata, “seandainya aku mempunyai 
wewenang untuk membunuh seseorang yang menafsirkan Al-Qur‟an 
dengan menurut pikirannya sendiri, maka aku akan penggal leher 
mereka”  
Oleh karena itu dalam hal ini Imam Malik mengikuti ulama 
salaf (sahabat dan tabi‟in) yang membatasi pembahasan Al-Qur‟an 
                                                 
12
Ibid. 
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sesempit mungkin karena dikhawatirkan melakukan kebohongan 
terhadap Allah swt. 
Sedangkan kehujjahan Al-Qur‟an menurut Imam Abu Hanifah, 
bahwa Al-Qur‟an adalah sumber hukum yang utama. Akan tetapi 
berbeda dengan jumhur ulama tentang apakah Al-Qur‟an itu 
mencakup lafaz} atau maknanya saja.  
Menurut Abu Hanifah, bahwa Al-Qur‟an hanya maknanya saja 
bukan dengan lafaz}nya yang dari Allah swt. Akibat dari pendapat 
tersebut menurut Abu Hanifah, shalat dengan menggunakan bahasa 
selain arab adalah boleh, walaupun tidak dalam keadaan darurat.
13
 
2) As-Sunnah 
Sunnah merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-
Qur‟an. Dalam berbagai referensi menyebutkan bahwa Sunnah 
berfungsi sebagai bayan dengan berbagai alternatif dan urut-urutan 
yang berbeda-berbeda. Di antara fungsinya adalah sebagai berikut: 
a) Sunnah berfungsi sebagai penguat (bayan al-ta‟kid) hukum-
hukum yang sudah ada ketepatannya dalam Al-Qur‟an. Seperti 
hadits tentang perintah melaksanakan shalat, zakat, puasa, haji 
dan lain-lain. Hal tersebut sudah diperintahkan Allah swt di 
dalam Al-Qur‟an dan hadits hanya untuk memperkuat perintah-
perintah yang ada dalam Al-Qur‟an. 
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M.Usman, Buku Daras…, hlm 54.  
11 
 
 
 
b) Sunnah berfungsi sebagai terperinci (bayan al-tafsil) kandungan 
hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur‟an bersifat global. Seperti 
perintah shalat lima waktu, yang menurut mufassir sebenarnya 
waktu shalat fardhu dalam Al-Qur‟an hanya ada tiga waktu14 
kemudia Nabi merinci menjadi lima waktu dalam sehari. 
c) Sunnah berfungsi sebagai penafsir (bayan at-tafsir) menetapkan 
hukum-hukum yang belum diatur secara eksplisit oleh Al-
Qur‟an. Seperti hadits melarang suami memadu istrinya dengan 
bibi dari pihak ibu atau bapak si istri, kasus tersebut tidak diatur 
dalam Al-Qur‟an, Al-Qur‟an hanya melarang seorang suami 
memadu istrinya dengan saudara kandung si istri.
15
 
d) Sunnah berfungsi sebagai tradisi (bayan al-„urf), misalnya hal ini 
berkaitan dengan gaya berpakaian Rasulullah saw yang 
sebenarnya tidak diatur dalam Al-Qur‟an tetapi selalu dilakukan 
oleh Rasulullah saw dalam kehidupan sehari-hari.
16
 
2. Teori „Urf 
a. Pengertian „Urf17 
 Secara etimologi „urf berarti yang baik, para ulama‟ ushul fiqh 
membedakan antara „urfdengan adat dalam membahas kedudukannya 
sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara‟, adat 
didefinisikan dengan: 
                                                 
14
Lihat Q.S Al-Isra‟ ayat 79. 
15
Lihat Q.S. an-Nisa‟ ayat 23. 
16
M.Usman, Buku Daras …, hlm 57-60. 
17
Mukhtar Yahya,Dasar-dasarPembinaanHukumFiqh-Islam, (Bandung: Al-Ma‟arif, 1986) , 
hlm. 109. 
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Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya 
hubungan rasional. 
 
 Definisi ini menunjukan bahwa adat itu mencakup persoalan amat 
luas, yang menyangkut permasalahan pribadi seperti kebiasaan orang 
dalam makan, tidur atau permasalahan yang menyangkut orang 
banyak, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan hasil pemikiran yang baik 
dan buruk. Adat juga muncul dari sebab yang alami seperti cepatnya 
seorang anak menjadi balig} di daerah tropis dibanding dengan anak di 
daerah dingin.
18
 
Adapun „urf menurut ulama ushul fiqh adalah:  
Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan. 
b. Macam-macam „Urf19 
Dari segi cakupannya „urf dibagi menjadi dua yaitu„urf amm 
dan„urf khas 
1) „Urf amm ialah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas 
diseluruh masyarakat dan seluruh daerah. Contoh „urf amm dalam 
bentuk perbuatan adalah jual beli mobil, seluruh alat yang 
digunakan untuk memperbaiki mobil, seperti kunci, tang, dongkrak 
dan ban serep termasuk dalam harga jual tanpa akad tersendiri dan 
biaya tambahan. Adapun yang berupa ucapan (al-urf al-qauli al-
                                                 
18
Nasrun Haroen, Ushul Fiqh, (Jakarta: Logos, 1996), hlm 137-138. 
19
Ibid, …hlm. 110. 
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amm) misalnya pemakaian atau pemaknaan kata “t}alaq” untuk 
lepasnya ikatan perkawinan dan lain-lain. 
2) Urf khas ialah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat 
tertentu. Seperti kebiasaan masyarakat Jawa merayakanlebaran 
ketupat, sekatenan, atau kebiasaan masyarakat Bengkulu 
merayakan tabot pada bulan Muharram dan kebiasaan mencicipi 
buah tertentu bagi calon pembeli untuk mengetahui 
rasanya.Menurut Mustafa Ahmad Zarqa seperti dikutip Haroen 
bahwa „Urf Khas} ini tidak terhitung jumlahnya dan senantiasa 
berkembang sesuai situasi dan kondisi masyarakat. 
Dilihat dari segi diterima atau ditolaknya „urf dibagi dua yaitu „Urf 
S}ah}ih} dan „Urf Fasid:  
1) Urf S}ah}ih}  ialah „urf yang tidak bertentangan dengan salah satu 
dalil syara‟, tidak bertentangan dengan masalah mu‟tabarah dan 
tidak mendatangkan mafsadah yang nyata. „Urf S}ah}ih} adalah 
„urfyang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan 
syara‟. Seperti mengadakan pertunangan sebelum akad nikah atau 
kebiasaan masyarakat bersalaman dengan sesama jenis kelamin 
ketika bertemu. 
2) „Urf Fasid ialahurf yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena 
bertentangan dengan syara‟. Seperti kebiasaan mengadakan 
sesajian, dan kebiasaan-kebiasaan pedagang mengurangi 
timbangan. 
14 
 
 
 
c. Kehujjahan „Urf 
Sumber hukum dalam kajian hukum Islam memiliki bentuk yang 
beragam Abdul Karim Zaydan mengklarifikasikannya menjadi tiga 
macam.
20
 
1) Sumber hukum Islam yang disepakati oleh seluruh Fuqaha yaitu 
Al-Qur‟an dan Sunnah. 
2) Sumber hukum Islam yang disepakati oleh mayoritas fuqaha yaitu 
ijma‟ dan qiyas. 
3) Sumber hukum Islam yang diperselisihkan yaitu istishab, istishan, 
maslahah mursalah, syar‟u manqablana, mazhab sahabi dan „urf. 
Sekalipun Abdul Karim Zaydan menggolongkan „urf sebagai 
sumber hukum Islam yang diperselisihkan, namun dalam kitab Al-
Wa>jiz fi Us}u>l Fiqh karyanya ia menyatakan mayoritas fuqaha 
mengakui bahwa „urfmerupakan salah satu sumber hukum.21 Ada 
beberapa landasan yang menunjukan terhadap kehujahan „urf 
diantaranya: 
1) Al-Qur‟an 
Mayoritas ulama memprioritaskan firman Allah swt, dalam Al-
Qur‟an surah al-A‟raf ayat 199 sebagai dasar kehujjahan „urf  karena 
sama dengan makna „urf  dalam terminologi hukum Islam, yang 
berbunyi: 
                                                 
20
Abdul Wahab Khalaf. Ilmu Ushul Fiqh…, hlm 89.   
21
Abdul Karim Zaydan.al-Waji>z\ fi Us}u>l al-Fiqh, (Bagdad: Muassah al-Risalah, 1976 
…, hlm 253.  
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Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang 
ma‟ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. 
2) Sunnah 
Nash sunnahyang sering dijadikan fuqaha sebagai dasar atas 
kehujjahan „urf adalah hadits riwayat Imam Ahmad yang berbunyi: 
Sesuatu yang dilihat (diyakini) baik oleh kaum muslimin, maka baik 
pula disisi Allah dan sesuatu yang dilihat (diyakini) buruk oleh kaum 
muslimin, maka buruk pula disisi Allah.
22
 
 
Dalam sumber yang lain juga dijelaskan bahwa „urf dapat dijadikan 
sebagai penetapan sumber hukum. Setelah memenuhi beberapa 
persyaratan: „urf secara umum dipraktekan anggota masyarakat jika „urf 
tersebut dikenal secara umum semua lapisan masyarakat, „urf dipandang 
tidak sah apabila bertentangan dengan ketentuan yang eksplisit dari Al-
Qur‟an dan sunnah, dalam hal perselisihan „urf akan dipakai hanya ketika 
tidak ada penolakan yang eksplisit sifatnya untuk menggunakan „urf dari 
salah satu pihak yang terlibat, „urf merupakan kebiasaan yang sedang 
berjalan dalam masyarakat pada waktu „urf akan dijadikan sebagai 
hukum.
23
 
Budaya Jawa ini memiliki ciri khas yang lentur dan terbuka hal ini 
sesuai dengan perilaku orang Jawa yang cenderung mengutamakan 
                                                 
22
Ahmad bin Hanbal, Musnad al-imam Ahmad Ibn Hanbal, 1999, Vol VI, Muassah al-
Risalah, hlm 84.   
23
Ratno Lukito, Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat Di Indoneisa, (Jakarta: INIS, 
1998), hlm 25. 
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keselarasan dalam hidupnya. Di kalangan masyarakat Jawa, perpaduan 
budaya Jawa Islam tersebut yang tumbuh dan berkembang serta diterima 
oleh hampir seluruh kalangan. 
 
G. Metode penelitian 
Padaumumnya karya ilmiah merupakan hasil dari penyelidikan secara 
ilmiah yang bertujuan untuk menemukan dan menyajikan fakta. Adapun 
langkah-langakah yang ditempuh adalah dalam peneliti ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Jenis penelitian  
Penelitian ini penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan 
dengan cara langsung ke masyarakat Desa Kemantren dan DesaWado, 
guna untuk memperoleh data yang berkaitan dengan larangan perkawinan 
adat masyarakat antar Desa dan mengacu pada penelitian kualitatif  
2. Sumber Data 
a. Sumber data Primer 
Data penelitian langsung pada subjek  sebagian sumber informasi yang 
diteliti. Data primer di sini meliputi informasi dari si pelaku larangan 
perkawinan tersebut, tokoh adat, perangkat desa aparat KUA, dan 
masyarakat di Kecamatan kudungtuban dari lembaga pemerintah Desa 
Wado, KUA Kedungtuban dan juga masyarakat di Desa Wado, 
Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora. 
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b. Sumber data Sekunder 
Data yang tidak langsung dan diperoleh peneliti selain dari subjek 
peneliti Data-data sekunder diperoleh dari buku-buku dan tulisan-
tulisan yang berisi tentang pemikiran dan analisis yang berkaitan 
dengan judul yang dibahas dalam penelitian.  
3. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di lokasi yang terdapat adanya praktek 
Larangan Perkawinan dalam Adat Masyarakat yang menjadi objek 
penelitian yaitu di Desa Kemantren dan Desa Wado, Kecamatan 
Kedungtuban, Kabupaten Blora, adapun waktu penelitian di lakukan dari 
tahun 2015-2016. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data dalam proposal skripsi ini adalah 
sebagai berikut: 
a. Wawancara 
Teknik yang digunakan adalah wawancara mendalam. Selain 
wawancara, teknik yang digunakan adalah Wawancara bebas 
merupakan teknik yang tidak terikat oleh sitematika daftar pertanyaan 
tertentu, melainkan lazimnya hanya terarahkan oleh pedoman 
wawancara saja sehingga pewawancara bebas mengembangkan 
18 
 
 
 
wawancara.
24
 Penulis melakukan wawancara dengan tokoh agama, 
sesepuh desa dan tokoh masyarakat. 
b. Observasi atau Pengamatan 
Metode atau cara-cara menganalisis dan menggadakan pencatatan 
secara sistematis dan mengenai tingkah laku melihat atau mengamati 
individu atau kelompok secara langsung.
25
 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah mencari data mengenai variabel yang berupa 
catatan, transkip, buku, surat kabar serta berupa letak geografis, 
demografis, maupun kondisi penduduk serta hal-hal lain yang sifatnya 
mendukung dalam penyusunan skripsi ini.   
5. Teknik Analisis Data 
Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif. Metode kualitatif 
adalah mengkaji dan mengkaitkan data-data yang diperoleh guna untuk 
mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan  dibahas itu untuk 
dapat dipaparkan dalam bentuk penjelasan. Adapun prakteknya analisa 
dimaksud adalah dalam proses pelaporan hasil penelitian. 
 
H. Sistematika pembahasan. 
Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang 
saling berkaitan dengan satu sama yang lain. 
Bab pertama,  Pada bagian ini juga dibahas kerangka umum secara teoritis 
dan penjelasan mengenai metode yang ditempuh dalam melakukan penelitian 
                                                 
24
Bagong Suyanto, dkk., Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan, 
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 78. 
25
Basrowi, dkk.,MemahamiPenelitianKualitatif, (Jakarta: RinekaCita, 2008), hlm. 93 
19 
 
 
 
tersebut.Dalam bagian ini secara sistmatis akan disajikan pendahuluan yang 
terdiri dari tujuan sub pembahasan yaitu: pertama, latar belakang masalah, 
yang memuatkan penjelasan dan menagapa penelitiitu perlu untuk melakukan, 
apa yang melatarbelakangi permasalahan ini. 
Bab kedua tinjauan umum, bab ini membahas tentang pengrtian larangan 
perkawinan, menurut hukum Islam hukum perdata, dan juga menurut hukum 
adat.   
Bab ketiga, memuat data yang berkenaan dengan hasil penelitian terhadap 
tradisi larangan perkawinan antar desa yang terjadi di desa Kemantren dan 
desa Wado, kecamatan Kedungtuban, kabupaten Blora. Dalam subbab ini di 
bahas tentang gambaran umum desa Kemantren dan Desa Wado meliputi 
deskripsi wilayah desa Kemantren dan desa Wado, faktor penyebab terjadinya 
larangan perkawin anantar desa meliputi sejarah terjadinya lanrangan 
perkawinan, solusi bagi yang melanggar larangan perkawin anantar desa, 
pendapat bagi yang melanggar larangan perkawinan antar desa. 
Bab keempat, merupakan analisis terhadap tradisi Larangan Perkawinan 
dalam Adat Masyarakat di Desa Kemantren dan Desa Wado Kecamatan 
Kedungtuban, Kabupaten Blora. Bab ini berisi tentang analisi hukum Islam 
terhadap Larangan perkawinan dalam adat masyarakat dan analisis adat 
terhadap Larangan perkawinan dalam adat masyarakat. 
Bab kelima, penutup yang merupakan bagian terakhir yang berisi 
kesimpulan-kesimpulan dan saran. 
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BAB II 
LARANGAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM, HUKUM 
POSITIF DAN HUKUM ADAT 
 
A. Pengertian Larangan menurut Hukum Islam  
 
Maksud dari larangan dalam perkawinan adalah larangan untuk 
melangsungkan pernikah (perkawinan) antara seorang pria dangan seorang 
wanita.Menurut syara‟ larangan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu halangan 
abadi dan halangan sementara.
26
 
Halangan abadi ada yang telah disepakati dan ada pula yang masih 
diperselisihkan. Halangan abadi yang disepakati yaitu nasab (keturunan), 
pembesanan (karena pertalian kerabat semenda) dan sesusuan. Sedangkan 
yang diperselisihkan yaitu karena Zina dan karena sumpah Li‟an.27 
Sedangkan halangan sementara yaitu wanita yang masihterikat dalam 
perkawinan dengan laki-laki lain, wanita yang sedang dalam masa „iddah, 
wanita yang di talak tiga, wanita yang sedang melakukan ihram, dan wanita 
musyrik.
28
 
1. Dasar Hukum perkawinan 
Sumber pokok perkawinan dalam Islam adalah Al-Quran dan As- 
Sunnah yang di dalamnya telah di atur tentang pedoman pelaksanaannya. 
Adapun dalam Al-Quran antara lain adalah: 
Firman Allah SWT: 
                                                 
26
 Abdul Rohman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 
hlm. 103. 
27
Ibid.  
28
Ibid.  
21 
 
 
 
“Dan segala sesuatu yang kami ciptakan berpasang-pasang supaya kamu 
mengingat kebesaran Allah (QS. Al-dzariyat:49).
29
 
 
Firman Allahdalam surat Yasin ayat 36 
 
Maha suci Tuhan yang telah menciptakan berpasangan-pasangan 
semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri 
mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. 
 
Dan diriwayatkan dalam sebuah hadist: 
Dari Alqamah, dia berkata, “Sesungguhnya saya berjalan bersama 
Abdullah bin Mas‟ud di Mina, kemudian Ustman bertemu dengan 
Abdullah bin Mas‟ud. Utsman menghampiri Ibnu Mas‟ud. Ketika Ibnu 
Mas‟ud melihat bahwa dia tidak berkeinginan untuk menikah, maka ia 
berkata kepada Al qamah, „Kemarilah wahai Al Qamah.‟ Kemudian aku 
mendatangi Ibnu Mas‟ud, Utsman berkata kepada Ibnu Mas‟ud,‟Kami 
akan menikahkan engkau wahai Ibnu Mas‟ud dengan seorang gadis, 
semoga dengan demikian engkau mengingat kembali masa lampaumu 
yang indah.‟ Abdullah bin Mas‟ud berkata, „Kalau engkau berkata 
demikian, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa 
yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena 
menikah akan membuat seseorang mampu menahan pandangannya, lebih 
dapat memelihara kemaluannya. Barangsiapa belum mampu untuk 
                                                 
29
Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Surabaya:Mahkota, 1989), hlm 
862. 
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menikah, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa mampu menahan 
dan membentengi (gejolak syahwat).”‟” (shahih, Muttafaq Alaih).30 
 
Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum asal perkawinan. 
Pendapat pertama, bahwa hukum asal perkawinan adalah wajib. Ini adalah 
pendapat sebagian ulama,berkata Syekh al-Utsaimin: “Banyak dari ulama 
mengatakan bahwa seseorang yang mampu (secara fisik dan ekonomi) 
untuk menikah, maka wajib baginya untuk menikah, karena pada dasarnya 
perintah itu menunjukkan kewajiban, dan di dalam perkawinan tersebut 
terdapat maslahat yang agung”31 
Dalil-dalil pendapat ini adalah, Pertama, hadis Abdullah bin 
Mas‟ud radhiyallahu‟anhu, bahwasanya ia berkata: 
“RasulullahShallallaahu „alaihi wa Sallam bersabda pada kami: “Wahai 
generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mempunyai kemampuan 
(secara fisik dan harta), hendaknya ia menikah, karena ia dapat 
menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum 
mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat meredam (syahwat)” 
 
Kedua, bahwa menikah itu merupakan perilaku para utusan Allah SWT, 
sebagaimana firman-Nya dalam surat Ar-Rad ayat 38: 
                                                 
30
Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Sahih Sunnah Abu Daud Seleksi Hadhits Shahih 
dari kita sunah Au Daud, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 794 
31
Abdul Aziz, Buku daras Fiqh Munakahat,…..,hlm. 73 
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“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu 
dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dan tidak 
ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) 
melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang 
tertentu)”32 
 
Ketiga, karena tidak menikah itu merupakan bentuk penyerupaan 
terhadap orang-orang Nashara, sedang menyerupai mereka di dalam 
masalah ibadah adalah haram. Berkata Syekh al-Utsaimin: “...dan karena 
dengan meninggalkan nikah padahal ia mampu, merupakan bentuk 
penyerupaan dengan orang-orang Nasrani yang meninggalkan nikah 
sebagai bentuk peribadatan mereka. Sedangkan menyerupai ibadah non 
muslim hukumnya adalah haram.
33
 
Pendapat kedua, bahwa hukum asal dari perkawinan adalah 
sunnah, bukan wajib. Ini pendapat mayoritas ulama. Berkata Imam 
Nawawi: “Ini adalah madzhab kita (Syafi‟iyah) dan madzhab seluruh 
ulama, bahwa perintah menikah di sini adalah anjuran, bukan kewajiban ... 
dan tidak diketahui seseorang mewajibkan nikah kecuali Daud dan orang-
orang yang setuju dengannya dari pengikut Ahlu Zahir (Zahiriyah), dan 
riwayat dari Imam Ahmad”.34 
Pendapat ketiga, sebagian besar ulama berpendapat bahwa 
melakukan perkawinan hukumnya tidak diwajibkan tetapi juga tidak 
                                                 
32
Departeme Agama RI, Al_Aqur‟an dan Terjemahanya, (Surabaya: Mahkota, 1989), 
hlm. 376. 
33
Abdul Aziz, Buku Daras Fiqh Munakahat, ..., hlm. 74. 
34
 Ibid, hlm. 75. 
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dilarang atau “mubah” pada asalnya.35 Adapun dasarnya atau alasannya 
ialah Firman Allah SWT: (QS. An-Nuur : 32) 
 
ۚ
ۗ
“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-
orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki 
dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah 
akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas 
(pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”36 
 
Dan Firman Allah SWT (QS. An-Nisa : 3) 
 
ۖ
ۗ
 
“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) 
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah 
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian 
jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang 
saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih 
dekat kepada tidak berbuat aniaya”37 
 
Perkawinan adalah suatu yang dibolehkan dan dianjurkan dalam agama 
apapun. Dalam Islam hukum perkawinan dapat dilihat sebagai berikut: 
a. Jaiz (boleh), dibolehkan dan inilah yang menjadi dasar hukum  
nikah. 
b. Wajib, yaitu orang yang telah mampu/sanggup menikah sedangkan 
bila tidakmenikah khawatirkan akan terjerumus ke dalam perzinaan. 
                                                 
35
 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta: 
Liberty Yogyakarta, 2007), hlm. 19. 
36
Departemen Agama RI, Al_Quran dan Terjemahanya, (Surabaya: Mahkota, 1989), hlm. 
354. 
37
Ibid, hlm. 77. 
25 
 
 
 
c. Sunat, yaitu orang yang sudah mampu menikah namun masih 
sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjerumus 
kepada perzinaan. 
d. Makruh, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan memiliki 
keinginan atau hasrat tetapi ia belum mempunyai niat untuk 
memberikan nafkah tanggungannya. 
e. Haram, yaitu orang yang akan melakukan perkawinan tetapi ia 
sudah mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan 
atau niat buruk lainnya. 
38
 
2. Rukun dan SyaratPerkawinan 
Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya 
suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian 
pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan 
dalam perkawinan. 
39
 
Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya 
suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam 
rangkaian pekerjaan itu, seperti menurut Islam calon pengantin laki-laki 
atau perempuan itu harus beragama Islam. Sah yaitu sesuatu pekerjaan 
(ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.
40
 
                                                 
38
Tihami, dkk, Fikq munakahat (kajian fikih nikah lengkap, ed.1 cet 4, (Jakarta: Rajawali 
Pers, 2014) , hlm, 44 - 47 
39
 Tihami, dkk., Fikih Munakahat ..., hlm. 12. 
 
40
Ibid. 
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Adapun rukun nikah adalah adanya mempelai laki-laki, adanya 
mempelai perempuan, adanya wali, adanya dua orang saksi, dan sighat 
ijab kabul. Dalam rukun tersebut, terdapat syarat-syarat sebagai berikut:
41
 
a. Ada mempelai yang akan menikah. 
b. Ada wali yang akan menikah. 
c. Ada ijab kabul dari wali dan mempelai laki-laki. 
d. Ada dua saksi pernikahan tersebut. 
e. Kerelaan keduabelah pihak atau tanpa paksaan. 
Syarat-syarat nikah yaitu sebagai berikut. 
a. Calon suami telah baligh dan berakal. 
1) Bukan mahram dari calon istri; 
2) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri; 
3) Orangnya tertentu, jelas orangnya; 
4) Tidak sedang ihram 
b. Calon wanita yang halal dinikahi. 
1) Tidak ada halangan syara‟, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, 
tidak sedang dalam iddah; 
2) Merdeka, atas kemauannya sendiri; 
3) Jelas orangnya; 
4) Tidak sedang ihram 
c. Syarat saksi 
1) Laki-laki 
                                                 
41
 Ibid, hlm. 13. 
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2) Baligh; 
3) Waras akalnya; 
4) Adil; 
5) Dapat mendengar dan melihat; 
6) Bebas, tidak dipaksa; 
7) Tidak sedang mengerjakan ihram; 
8) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul. 
d. Syarat wali. 
1) Laki-laki 
2) Baligh; 
3) Waras akalnya; 
4) Tidak dipaksa; 
5) Adil; 
6) Tidak sedang ihram 
Jenis-jenis wali nikah di antaranyasebagai berikut: 
a. Wali mujbir adalah wali dari bapaknya sendiri atau kakeknya dari 
bapak yang mempunya hak mewalikan perkawinan anak 
perempuannya atau cucu perempuannya dengan persetujuannya 
(sebaiknya perlu mendapatkan kerelaan calon istri yang hendak 
dinikahkan). 
b. Wali aqrab adalah wali terdekat yang telah memenuhi syarat yang 
layak dan berhak menjadi wali  
28 
 
 
 
c. Wali ab‟da adalah wali yang sedikit mengikuti susunan yang layak 
menjadi wali, kalau wali aqrab berkenaan tidak ada. Wali ab‟d ini akan 
menggantikan oleh wali ab‟da yang lain dan begitulah seterusnya 
mengikuti seterusnya mengikuti susunan tersebut jika tidak ada 
terdekat lagi. 
d. Wali hakim adalah wali yang diberi hak atau ditunjuk oleh pemerintah 
atau pihak berkuasa pada negeri tersebut oleh orang yang telah dilantik 
menjalankan tugas ini dengan sebab-sebab tetentu. 
Sebagai warga negara Indonesia, suatu perkawinan yang sah tentunya 
adalah perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun sebagaimana yang 
berlaku pada agama dan kepercayaan masing-masing. Disamping itu harus 
disahkan dan dicatat secara khusus sebagaimanayang diatur dalam hukum 
perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang perkawinan 
Nomor. 1 tahun 1974. Jadi sebuah perkawinan yang sah manakala 
memenuhi aturan agama maupun negara.  
3. Perempuan yang dibolehkandinikahi menurut Islam  
Adapun syarat wanita yang boleh untuk dinikahi diantaranya adalah: 
a. Pada waktu dipinang tidak ada halangan-halangan hukum yang 
melarang dilangsungkannya perkawinan. 
b. Belum dipinang oleh orang lainsecara sah. 
4. Perempuan yang dianjurkan untuk dinikahi 
a. karena Agamanya 
29 
 
 
 
Agama adalah asas pertama yang terperting dan harus dipakai oleh 
siapapun yang ingin menikah dan menentukan wanita pilihannya. 
b. karena Turunannya dan kebangsaanya 
berasal dari keluarga baik-baik diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan 
ad-dailami bahwa Rasulullah bersabda, “Pilihlah baik-baik tempat unuk 
menaruh benihmukarena besar pengaruhnya terhadap keturunanmu 
kelak”. 
c. karena kecantikannya 
wajah cantiknya lebih menatap sebagai perisai iman karena sedap 
dipandang. 
d. Karena Baik akhlaknya 
Adalah seperti yang bersifatkan oleh A‟rabi: kalau engkau marah, 
menahan diri, kalau engkau tertawa dia tersemnyum, kalau engkau 
mengerjakan sesuatu dia mendukung; dia taat pada suami dan mengurus 
rumah tangganya.
42
 
5.  Perempuan yang tidak boleh untuk dinikahi 
Larangan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita menurut 
sayra‟ dapat dibagi menjadi dua, yakni halangan abadi (selamanya) dan 
halangan sementara. 
Wanita yang termasuk dalam golongan halangan abadi (selamanya), 
diantaranya: 
a. Nasab (keturunan) 
                                                 
42
Abdul Ghalib Ahmad Isa, pernikahan Slam (Solo: Pestaka Mantiq,1997), hlm. 46. 
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Dalam kaitanya dengan masalah larangan perkawinan didasarkan pada 
firman Allah SWT: 
 
“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang 
perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara 
bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; 
anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak 
perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan… 
 
Wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi untuk selamanya (halangan 
abadi) arena pertalian nasab sebagaimana ayat diatas,ialah: 
1) Ibu (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya) 
2) Anak perempuan 
3) Saudara perempuan 
4) Bibi 
5) Kemenakan (koponakan) perempuan 
b. Pembesanan (karena pertalian kerabat semenda) 
Larangan ini disebut dalam lanjutan surat an-Nisa ayat 23 sebagai berikut 
ۖ
ۖۙ
…dan (diharamkannya) ibu-ibu isrimu (mertua), anak-anak perempuanmu 
dari istri yang telah kamu campuri dengan isrimu (dan sudah kamu 
ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya) ,(dan diharamkan 
bagi kamu) istri-istri anak kandungmu ( meanantu)… 
 Jika diperinci adalah sebagaiberikut: 
1) Mertua perempuan  
2) Anak tiri 
31 
 
 
 
3) Menantu 
4) Ibu tiri 
c. Larangan perkawinan karena hubungan sesusuan  
Larangan kawin karena hubungan sesusuan berdasarkan pada lanjutan 
surat an-Nisa: 
 
….“diharamkan karena atas kamu mengawini (ibu-ibumuyang 
menyusukan kamu dansaudara-saudara perempuan sepersusuan….)”43 
 
Menurut riwayat abu Daud, an-Nisa dan ibnu Majah dari Aisyah, 
keharaman karena sesusuan ini diterangkan dalam hadis yang berbunyi : 
“Diharamkan karena ada hubungan sesusuan apa yang diharamkan 
karena ada hubungan nasab” (Muttafaq Alaih). 
 
jika diperinci hubungan sesusuan yang diharamkan adalah: 
1) Ibu sesusuan 
2) Nenek sesusuan 
3) Bibi sesusuan 
4) Keponakan sesusuan perempuan 
5) Saudara sesusuan perempuan 
d. Karena Li‟an 
                                                 
43
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Surabaya: Mahkota, 1989), 
hlm. 120. 
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Apabila seorang suami menuduh istri berbuat zina tanpa ada saksi yang 
cukup, maka sebagai gantinya suami mengucapkan persaksian pada Allah 
bahwa ia dipihak yang benar dalam tuduhannya itu sampai empat kali, dan 
yang kelimanya ia menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila 
ternyata ia berdusta dalam tuduhannya itu. 
44
 
Sumpah laknat seperti itu disebut sumpah li‟an. Akibat dari sumpah li‟an 
itu, maka hubungan suami isteri menjadi putus dan antara keduanya haram 
untuk nikah selama-lamanya.
45
 
Ketentuan mengenai sumpah li‟an dicantumkan dalam Al-Qur‟an Surat 
An-Nur ayat 6-9. 
ۙ
Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka 
tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka 
persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, 
Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar. Dan 
(sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia Termasuk 
orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh 
sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu 
benar-benar Termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang 
kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu Termasuk orang-
orang yang benar.
46
 
                                                 
44
 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan ...., hlm. 35.  
45
Ibid. 
46
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Surabaya: Mahkota, 1989), 
hlm. 544. 
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e. Karena Zina 
Perempuan pezina haram dikawini oleh laki-laki baik (bukan pezina), 
sebaliknya perempuan baik-baik tidak boleh kawin dengan laki-laki 
pezina.
47
 Keharaman mengawini pezina ini didasarkan kepada firman Allah 
dalam surat An-Nur ayat 3: 
ۖۚ
 
Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, 
atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini 
melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang 
demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.
48
 
 
Ayat Al-Qur‟an di atas dikuatkan oleh hadis Nabi dari Abu Hurairah 
menurut riwayat Abu Daud dan Ahmad: 
 
 
Dari Abdullah bin Amru bin Ash, bahwasanya Martsad bin Abi Martsad Al 
Ghanawi pernah membawa seorang wanita tawanan perang dari Makkah. 
Di Makkah pada saat itu ada seorang pelacur yang dipanggil Anaq, wanita 
tersebut dahulu adalah sahabatnya. Ia berkata “Saya mendatangi Nabi 
SAW dan saya berkata kepadanya, „Wahai Rasulullah SAW, apakah saya 
boleh menikah dengan Anaq.‟ Kemudian Martsad berkata, „Rasulullah SAW 
diam, lalu turunlah ayat. “Seorang wanita pezina tidak akan menikah 
dengannya kecuali seorang yang berzina atau orang musyrik.‟ Kemudian 
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Nabi memanggil saya, dan membacakan ayat tersebut.‟ Nabi berkata, 
„Janganlah engkau menikah dengannya,‟” (hasan shahih)49 
 
Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda,‟Tidak 
menikah seorang laki laki yang berzina yang menerima hukuman cambuk 
kecuali dengan orang yang sepertinya.‟” (shahih) 50 
 
Sebagian ulama berpendapat tidak bolehnya melakukan perkawinan 
dengan pezina sedangkan sebagian lain membolehkannya. Alasan yang 
digunakan ulama ini adalah larangan mengandung arti celaan dan bukan 
untuk haram.
51
 
Perkawinan dengan perempuan yang sedang hamil karena zina, ulama 
berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya. Ulama Malikiyah dan 
Hanabilah mengatakan bahwa, perempuan tersebut tidak boleh dikawini 
kecuali setelah ia melahirkan anak; sebagaimana tidak boleh mengawini 
perempuan dalam masa iddah hamil. Ulama Hanafiyah, Syafi‟iyah, dan 
Zhahiriyah mengatakan bahwa, perempuan yang sedang hamil karena zina 
itu boleh dikawini tanpa menunggu kelahiran bayi yang dikandungnya.
52
 
Sedangkan halangan-halangan sementara ada lima yaitu: 
1) Dilarang mengumpulkan dua orang yang memiliki hubungan mahram. 
Seseorang, laki-laki dilarang mengawini dua orang perempuan dalam 
waktu yang bersama, kecuali. jika saudaranya diceraikan dan habis 
masa „iddahnya ataupun ia meninggal.  
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2) Laranganmenikah karenaadanya hak orang lain. Nabi SAW tidak 
membenarkandua orang lelaki saling bersaing menikahi seorang 
perempuan. Larangan ini karena akan menciptakan rasa permusuhan di 
antara dua orang muslim yang bersaudara.
53
 
3) Halangan perceraian tiga kali bagi suami yang menceraikan. 
Perempuan yang dicerai tiga kali tidak boleh rujuk dengan mantan 
suaminya dengan syarat setelah dinikahi oleh laki-laki lain dan 
berpisah dengannya karena perceraian atau kematian serta habis masa‟ 
iddahnya. 
4) Halangan menikah lebih dari empat orang wanita. Seorang laki-laki 
boleh melakukan poligami, tetapi hanya dibatasi sampai dengan empat 
orang istri. Apabila selama masih berada dalam perkawinan keempat, 
maka baginya diharamkan untuk menikah lagi untuk kelimanya.
54
 
5) Larangan menikah wanita musyrik yang tidak memiliki agama. 
Selain itu dalam Islam ada pernikahan-pernikahan yang dilarang: 
a) Nikah Mut‟ah 
Secara bahasa kata mut‟ah berarti bersenang-senang atau 
bersedap-sedap. Maksudnya ikatan tali perkawinan antara seorang 
laki-laki dan wanita, dengan mahar yang telah disepakati, yang 
disebut dalam akad, sampai batas waktu yang telah ditentukan.
55
 
                                                 
53
A Rahman I doi, Karekteristik Hukum Islam dan Perkawinan (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 1996), hlm.228 . 
54
Idris Ramulyo muhd, Tinjauan dari beberapa Pasal Undang-undang No 1 tahun 1974  
dari Segi Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Hillco, 1986), hlm 43. 
55
Abdul Aziz, Buku Daras Fiqh Munakahat, ..., hlm. 28. 
36 
 
 
 
Dengan berlakunya waktu yang telah disepakati, atau 
dengan pemendekan batas waktu yang diberikan oleh laki-laki, 
maka berakhirlah ikatan perkawinan tersebut tanpa memerlukan 
proses perceraian.
56
 
Nikah mut‟ah tidak disepakati dan demi kebaikan 
manusia, karena dengan ini hilanglahketurunan, pemanfaatan 
perempuan hanya terbatas pemenuhan syahwat oleh laki-laki 
dengan merendahkan kepribadian perempuan, maka wajib 
keharamannya. Pernikahan ini hukumnya batal dan haruslah 
dibatalkan ketika terjadi.
57
 
b) Nikah Syighar 
Secara bahasa kata syighar berarti „membuang‟ atau 
„meniadakan‟. Maksudnya meniadakan mas kawin.58 
Nikah syighar yaitu seorang wali yang menikahkan ke 
walinya seorang laki-laki dengan syarat ia menikahkannya 
jugasebagai kewaliannya, baik mereka menyebutkan maharnya 
ataupun tidak.
59
 
c) Nikah Muhalil 
Secara bahasa muhalil berarti „yang menjadikan halal‟. 
Seorang laki-laki yang mentalak istrinya dengan talak tiga, tidak 
boleh kembali kepada mantan istrinya itu sebelum dinikahi laki-
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laki lain dan menyetubuhinya kemudian menceraikannya dan 
habis masa iddahnya. 
60
 
Maka agar ia dapat kembali kepada mantan istrinya itu ia 
menyewa seseorang untuk menikahi mantan istrinya dengan 
syarat sesudah bercampur segera menceraikannya. Nikah muhalil 
adalah seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita dengan 
niat atau berjanji akan menceraikannya kembali supaya wanita itu 
boleh menikah kembali dengan mantan suaminyayang telah 
mentalaknya tiga kali (bain kubra).
61
 
 
B. Larangan Perkawinan menurut Hukum Positif 
1. Rukun dan Syarat Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974  
Dalam Kompilasi hukum Islam, rukun perkawinan yaitu harus ada 
a. Calon Suami 
b. Calon Istri  
c. Wali Nikah 
d. Dua orang saksi dan; 
e. Ijab dan Kabul. 
Adapun Syarat-syarat perkawinan menurut UU No.1 tahun 1974 yaitu: 
a. Perkawinan didasarkan atas petunjuk kedua calon mempelai. 
b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 
umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.  
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c. Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam 
keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang 
dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih 
hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.  
d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan 
tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh 
dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai 
hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka 
masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya. 
e. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam 
ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara 
mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam 
daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan 
atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih 
dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan 
(4) dalam pasal ini. 
f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku 
sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu 
dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. 
2. Larangan Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 
Di dalam UU No.1 Tahun 1974 disebutkan tentang adanya larangan 
perkawinan, pencegahan perkawinan dan pembatalan perkawinan. 
Larangan perkawinan tertera dalam Pasal 8, 9 dan 10. Menurut Pasal 8 
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UU No.1 Tahun 1974 perkawinan yang dilarang ialah antara dua orang 
sebagai berikut: 
a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke 
atas; 
b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara 
saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara 
seorang dengan saudara neneknya. 
c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak 
tiri. 
d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan. 
e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan 
dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang. 
f.  Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang 
berlaku dilarang kawin. 
Adapun ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan larangan bagi 
seseorang untuk melakukan larangan perkawinan dengan orang tertentu, 
maka hal ini merupakan syarat materil yang relatif, yang terdiri dari; 
a. Larangan melakukan perkawinan dengan seseorang yang 
hubungannya sangat dekat didalam kekeluargaan sedarah atau karena 
perkawinan. 
b. Larangan melakukan perkawinan dengan orang siapa orang tersebut 
pernah berbuat zina. 
40 
 
 
 
c. Memperbaharui perkawinan setelah adaya perceraian, apabila belum 
lewat waktu satu tahun ternyata dilarang.
62
 
Sedangkan pencegahan perkawinan tertera dalam Pasal 13 dalam 
KHIyang berbunyi “Perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang 
tidak memenuhi syarat-syaratuntuk melangsungkan perkawinan”.63 
Kemuadian dalam Pasal 14 di jelaskan tentang siapa saja yang bisa 
melakukan pencegahan perkawinan. Bunyi Pasal 14 “Yang dapat 
mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus 
ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari 
salahseorangcalon mempelai dan dari pihak-pihak yang berkepentingan.
64
 
Tentang pembatalan perkawinan terdapat dalam Pasal 22 dalam KHI 
yang berbunyi “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak 
memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.65 
Sedangkan yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan terdapat 
dalam Pasal 23 yang berbunyi “Yang dapat mengajukan Pembatalan 
perkawinan yaitu: a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas 
dari suami atau isteri; b. Suami atau isteri; c. Pejabat yang berwenang 
hanya selama perkawinan belum diputuskan; d. Pejabat yang ditunjuk 
tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang 
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mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan 
tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.
66
 
3.  Larangan Pekawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
Di dalam KHI juga sudah di atur dalam pasal 39-44 tentang larangan 
perkawinan. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seseorang pria 
dengan seaorang wanita disebabkan:  
a. Pasal 39 
1. Karena pertalian nasab, 
a. Dengan seseorang wanita yang melahirkan atau yang 
menurunkannya atau keturunannya. 
b. Dengan seseorang wanita keturunan ayah atau ibu 
c. Dengan seseorang wanita saudara yang melahirkannya 
2. Karena pertalian kerabat semenda 
a. Dengan seseorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas 
istrinya. 
b. Dengan seseorang wanita bekas istri orang yang 
menurunkannya  
c. Dengan seseorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, 
kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya 
itu qobla al dukhul 
d. Dengan seseorang wanita bekas istri keturunannya 
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3. Karena pertalian persusuan 
a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis 
lurus ke atas. 
b. Dengan seseorang watita sesusuan dan seterusnya menurut 
garis lurus ke bawah 
c. Dengan seseorang wanita saudara sesusuan, dan keponakan 
sesusuan ke bawah 
d. Dengan seseorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi 
sesusuan ke atas 
e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya. 
b. Pasal 40 
Dilarang melangsungkan perkawinan antara pria dengan seorang 
wanita karena keadaan tertentu. 
a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan 
dengan pria lain. 
b. Seorang wanita masih berada dalam masa iddah dengan pria lain. 
c. Seorang wanita yang tidak beragama islam. 
c. Pasal 41 
1. Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita 
yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan 
istrinya. 
a. Saudara kandung, seayah, atau seibu serta keturunannya. 
b. Wanita dengan bibiknya atau keponakanya 
43 
 
 
 
2. Larangan tersebut pada ayat (1) tetab berlaku meskipun istri-
istrinya ditalak raj‟i, tetapi masih dalam masa iddah.  
d. Pasal 42  
Seorang pria dilarang melangsungakan perkawinan dengan seorang 
wanita apabila pria tersebut  sedang mempunyai 4 (empat) orang istri 
yang empat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam 
masa iddah talak raj‟i atau salah satu diantara meraka masih terikat 
tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj‟i. 
e. Pasal 43 
(1). Dilarangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria: 
a. dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali; 
b. dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili‟an 
(2). Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas istrinya 
telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus 
ba‟da dukhul dan habis masa iddahnya. 
f. Pasal 44 
Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan 
seorang pria yang tidak beragama Islam. 
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Dilarang pula melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan 
wanita karena keadaan tertentu: 
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a. Karena keadaan tertentu: 
1. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu pernikahan 
dengan pria lain. 
2. Seorang  wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria 
lain. 
3. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.68 
b. Seorang pria dilarang memadu istri-istrinya dengan seorang wanita 
yang  mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan 
istrinya;
69
 
1. Saudara kandung, seayahatau seibu atau keturunannya. 
2. Wanita dengan bibiknya atau keponakannya. 
Larangan tersebut tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak 
raj`i, tetapi masih dalam masa iddah. 
c. Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang 
wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri 
yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih 
dalam iddah talak raj`i ataupun salah seorang diantara mereka masih 
terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak 
raj`i.
70
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1) Seorang pria juga dilarang menikah:71 
a) dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali, 
kecuali bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, 
kemudian perkawinan tersebut putus ba`da dukhul dan telah 
habis masa iddahnya. 
b) dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili`an. 
2) Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan 
dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.
72
 
 
C. Persepektif Hukum Adat 
1. Bentuk Perkawinan 
Diketahui bersama susuan masyarakat adat di Indonesia berbeda, ada 
yang bersifat patrilineal, matrilineal, parental, dan campuran. Oleh 
karenanya, di antaranya bentuk “perkawinan jujur”, “perkawinan 
semenda”, “perkawinan bebas” (mandiri), dan perkawinan campuran.73 
a. perkawinan Jujur. 
Yang dimaksud dengan perkawinan jujur adalah bentuk yang 
dilakukan dengan pemberian (pembayaran) uang (barang) jujur, di 
Gayo di sebut “unjuk”, di Batak disebut “tuhor”, di Maluku disebut 
“beli wilin”, di Lampung “segreh”, di Timor disebut “belis”. 
Pembayaran demikian diberikan pihak laki-laki kepada pihak 
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perempuan sebagaimana terdapat di daerah Gayo, Batak, Maluku, 
Lampung, Timor.  
Dengan diterimanya uang atau barang jujur oleh pihak perempuan 
berarti sesetah perkawinan si perempuan akan mengalihkan 
kependudukannya ke dalam kekerabatan suami selama ia mengikat 
dirinya dalam perkawinan itu atau sebagaimana berlaku di daerah 
Lampung dan Batak untuk selama hidupnya.
74 
b. Perkawinan Semenda 
Perkawinan semenda pada umumnya berlaku di lingkungan 
masyarakat adat yang “matrilineal” dalam rangka mempertahankan 
garis keturunan pihak ibu. Bentuk perkawinan ini merupakan 
kebalikan dari bentuk perkawinan jujur.  
Dalam perkawinan semenda, calon mempelai laki-lakidan 
kerabatnya tidak melakukan pemberianuang jujur kepada pihak 
perempuan, bahkan sebaliknya berlaku adat pelamaran dari pihak 
perempuan kepada pihak laki-laki.  
Perkawinan semacam ini terdapat di lingkungan masyarakat adat 
Minangkabau. Setelah terjadi perkawinan, suami berada di bawah 
kekuasaan kerabat istri dan kedudukan hukumnya bergantung pada 
bentuk perkawinan semenda yang berlaku.
75
 
 
 
                                                 
74
Pide Suriyaman Mustari, Hukum Adat…, hlm 25. 
75Ibid…, hlm. 27. 
47 
 
 
 
c. Perkawinan Bebas (Mandiri) 
Bentuk perkawinan bebas atau perkawinan mandiri ini pada 
umumnya berlaku dil lingkungan masyarakat adat yang bersifat 
parental, seperti berlaku dikalangan masyarakat Jawa, Sunda, Aceh, 
Malayu, Kalimantan dan Sulawesi serta di kalangan masyarakat 
Indonesia yang modern, dimana kaum keluarga atau kerabat tidak 
banyak lagi campur tangan dalam keluarga atau rumah tangga.
76
 
d. Perkawinan Campuran. 
Pengertian perkawinan campuran dalam arti hukum adat adalah 
bentuk perkawinan yang terjadi antara suami dan istri yang berbeda 
suku bangsa, adat budaya, dan atau berbeda agama yang dianut. 
Terjadinya perkawinan campuran pada umumnya menimbulkan 
masalan hukum antara tata hukum adat dan atau hukum agama, yaitu 
hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan dalam 
pelaksanaan perkawinan itu. 
77
 
Pada dasarnya hukum adat atau hukum agama tidak membenaran 
terjadinya perkawinan campura. Namun dalam perkembanganya, 
hukum adat ada yang memberikan jalan keluar untuk mengatasi 
masalah ini sehingga perkawinan campuran dapat dilaksanakan.
78
 
e. Perkawinan Lari  
Perkawinan lari atau biasa disebut kawin lari dapat terjadi di satu 
lingkungan masyarakat adat, tetapi paling banyak terjadi adalah di 
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kalangan masyarakat Batak, Lampung, Bali, Bugis, Makassar dan 
Maluku. Walaupun kawin lari merupakan pelanggaran adat, tetapi di 
daerah-daerah tersebut terdapat tata tertip guna untuk menyelesaikan 
masalah ini.  
Sesungguhnya perkawinan ini bukanlah suatu bentuk perkawian 
sebenanya, melainkan merupakan suatu sistem pelamaran karena 
dengan terjadinya perkawinan lari dapat berlaku bentuk perkawinan 
jujur, semenda atau bebas atau mandiri, tergantung pada keadaan dan 
perundingan kedua belah pihak.
79
 
2. Larangan perkawinan menurut Hukum Adat 
Menurut arti istilah, adat berarti kebiasaanadat-istiadat yang biasanya 
merupakan sikap hidup atau tingkah laku manusia yang dilakukan secara 
terus menerus dalam kehidupan sehari-hari.
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Pengertian adat menurut Dr. Sukanto, S.H: Hukum adat adalah 
komplek adat-adat yang pada umumnya tidak dikitabkan, tidak 
dikodifisikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi jadi mempunyai 
akibat hukum. 
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Pengertian adat menurut prof. Mr. B. Terhaar Bzn :  hukum adat 
adalahkeseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan 
dari kepala adatdan berlaku secara spontan dalam masyarakat.  
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Terhadap terkenal dengan teori “ keputusan” artinya bahwa untuk 
melihat apakah sesuatu adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat, 
maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap 
sipelanggar peraturan adat-istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan 
putusan hukuman terhadap sipelanggar maka adat-istiadat itu sudah 
merupakan hukum adat.
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Pengertian adat menurut Prof Dr. Seopomo, S. H.: hukum adat adalah 
hukum tidak tertulis didalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-
peraturan hidup yang meskipun tidak di tetapkan oleh yang meskipun yang 
berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat yang berdasarkan atas 
keyakinan bahwasaanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai 
kekuatan hukum.
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Pengertian hukum adat didefinisikan sebagai suatu aturan atau 
kebiasaan beserta norma-normayang berlaku di suatu wilayah tertentu dan 
dianut oleh sekelompok orang di wilayah tersebut sebagai sumber hukum. 
Ditinjau dari segi pemakaian hukum adat diartikan sebagai tingkah laku 
manusia maka segala sesuatu telah terjadi atau yang biasa terjadi di dalam 
masyarakat dapat terjadi sebagai suatu hukum.
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Ciri-ciri hukum adat : 
1. Hukum adat tidak termodifikasi dan tidak tertuang di dalam 
perundang-undangan. 
2. Hukum adat tidak disusun secara sistematis 
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3. Hukum adat tidak dihimpau dalam bentuk kitab atau buku undang-
undang hukum 
4. Putusan dalam hukum adat tidak berdasarkan pertimbangan tetapi 
lebihcenderung berdasarkan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. 
5. Pasal-pasal yang terdapat di dalam hukum adat tidak mempunyai 
penjelasan secara rinci. 
Ruang lingkup hukum adat, hukum adat juga dikenal sebagai hukum 
kebiasaan dimana peraturan yang ada didalamnya masih bersifat erat dan 
dengan norma dan kebiasaan setempat. Jadi ruang lingkup hukum adat 
hanya sebatas wilayah yang menganut adat atau kepercayaan tersebut saja. 
Ruang lingkup hukum adat dibatasi oleh lingkungan hukum perdata. 
Jika peraturan yang ada hukum adat sudah diatur oleh hukum perdatamaka 
hukum adat tersebut tidak berlaku lagi. Hukum adat merupakan salah satu 
kebudayaan bangsa. 
Segala sesuatu yang dapat menjadi sebab perkawinan tidak dapat di 
lakukan atau jika dilakukan maka keseimbangan masyarakat menjadi 
terganggu, ada halangan perkawinan karena memenuhi ketentuan hukum 
adat seperti dibawah ini:.
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a. Karena adanya Hubungan Kekerabatan 
Dalam hal ini berbagai daerah di Indonesia terdapat perbedaan-
perbedaan larangan perkawinan antara seorang pria dan wanita yang 
ada hubungan dengan kekerabatan, bahkan ada daerah yang melarang 
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terjadinya perkawinan itu antara anggota kerabat tertentu. Sedangkan 
didaerah lain perkawinan antara yang di larang itu justru di gemari 
pelaksanaanya. 
b. Karena Perbedaaan Kedudukan 
Di berbagai daerah atau desa masih terdapat sisa dari pengaruh 
perbedaan kedudukan atau bermartabat dalammasyarakat adat, 
sebagaiakibat dari susunan foedalismedesa kebangsawanan adat. 
Misalnya seorang pria akan dilarang melakukan perkawinan dengan 
wanita dari golongan rendah atausebaliknya. Dimana kalau seorang 
wanita dari golongan penghulu itu tidak dibenarkanmelakukan 
perkawinan dengan pria yang tergolong rendah. 
Dimasa sekarang nampaknya perbedaan kedudukan kebangsawanan 
sudah mulai pudar, banyak sudah terjadi perkawinan antara orang dari 
golongan bermartabat rendah dengan orang dari bermartabatgolongan 
tinggi. Dalam Perkawinan antara orang dari golongan bermartabat 
rendah dengan orang dari golongan yang bermartabat tinggi. 
Memang masalahnya seringkali menimbulkanadanya 
ketegangandalam kekerabatan, tetapi karena sifat hukum adat itu sangat 
cepat dan terbuka tidaklah tertutup pintu untuk jalan penyelesaian, yang 
agak sulit terkadang apa yang menyangkut dengan keagamaan itu 
kepercayaan dari yang bersangkutan.  
 
 
52 
 
 
 
c. Karena perbedaan Agama 
 Perbedaan agama ini biasa terjadi menjadi penghalang 
rerjadinyasuatu perkawinan antara laki-laki dengan perempuan seperti 
di daerah lampung setiap warga adat harus menganut agama Islam, 
sebagian mereka yang tidak beragama Islam tidak di terima menjadi 
warga adat. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan yang beragama 
lain yang hendak melangsungkan perkawinan harus terlebih 
dahulumemasuki agama Islam.
86
 
 Bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan tidak 
menganut agama Islam berarti harus keluar dari pergaulan adat 
kekerabatan orang lampung, karena menurut hukum adat lampung, 
perkawinan yang tidak dilaksanakan menurut hukum Islam adalah tidak 
sah.
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BAB III 
LARANGAN PERKAWINAN DALAM ADAT MASYARAKAT 
ANTARADESA KEMANTREN DAN DESA WADO KECAMATAN 
KEDUNGTUBAN KABUPATEN BLORA 
 
A. Deskripsi wilayah Desa Kemantren dan Desa Wado 
1. Desa Kemantren 
a. Asal usul Desa Kemantren 
Dari apa yang diceritakan sesepuh “Desa Kemantren” 
munuturkan bahwa waktu zaman penjajahan Belanda banyak mantri 
hutan yang ditugaskan di daerah ini. Waktu itu keadaannya masih 
hutan belantara dan mereka ditugaskan untuk membuka hutan untuk 
perluasan pemukiman.Bahkan banyak dari mereka yang menetap di 
daerah ini. Maka untuk mengenang bahwa tempat ini sebagai tempat 
berkumpulnya mantri hutan apabila kelak di daerah ini sudah ramai 
dan menjadi sebuah desa maka mereka memberinama “Desa 
Kemantren”88 
b. Letak Geografis 
Desa kemantren kecamatan kedungtuban Kabupaten Blora, 
merupakan daerah di ketinggian 50 meter dari permukaan air 
laut.Sedangkan luas area± 501,850 Ha yang terdiri dari lahan pertanian 
sawah irigasi seluas 372,440 Ha dan sawah tadah hujan seluas 3,100 
Ha.Sedangkan untuk lahan pemukiman seluas 59,210 Ha.Dengan 
kondisi wilayah tersebut daerah ini lebih cocokuntuk di Tanami padi 
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dan jagung, yang dalam kurang waktu satu tahun dapat mengalami 
panen sebanyak tiga kali. 
Desa Kemantren memiliki batas wilayah yakni di sebelah utara 
bebatasan dengan Desa Bajo dan Desa Ngeloram, untuk sebelah  
selatan berbatasan dengan sungai gelandangan, sebelah barat 
berbatasan dengan Desa Sidorejo, Desa Wado, Desa Pulo dan Desa 
Tanjung, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Desa Klagen dan 
Desa Panolan. 
Secara geografis, Desa Kemantren emang cukup jauh dari pusat 
pemerintahan kota. Jarak Desa Kemantren sendiri dengan kecamatan 
Kedungtuban ± 6 km. jarak Kabupaten kota yakni Kabupaten Blora 
adalah ± 42 km. Sedangkan jarak Desa Kemantren dengan propinsi 
jawa tengah adalah ± 171 km. 
c. Kondisi Demografi  
Jumlah penduduk Desa Kemantren Kecamatan Kedungtuban 
Kabupaten Blora pada akhir bulan November 2016 berjumlah 3,957 
jiwa, yang terbagi menjadi 1,143 KK, dimana perbandingan antara 
laki-laki dan perempuan hampir sama yaitu 1,989 jiwa dan perempuan 
1,968 jiwa.  
d. Kondisi Sosial Ekonomi 
Keadaan sosial ekonomi penduduk di Desa Kemantren mayoritas 
adalah sebagai petani. Meskipun ada sebagai PNS, TNI, Pedagang, dan 
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sebagainya tetapi relatif sedikit sebagaimana terlihat dalam table 
berikut: 
 
Table 3.1 
Jumlah Penduduk menurut mata pencarian 
 
No Mata Pencarian Jumlah 
1. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Buruh Tani 
Pedagang 
Tukang Kayu 
PNS 
Pensiunan  
Petani 
Tukang Batu 
Penjahit 
TNI/Polri 
Perangkat Desa  
Industri Kecil 
 lain-lain 
915 orang 
62 orang 
12 orang 
71 orang 
7 orang 
1,803 orang 
14 orang 
8 orang 
9 orang 
8 orang 
8 orang 
17 orang 
Jumlah  3,957 orang 
Sumber data tahun 2016 
e. Kondisi sosial Pendidikan 
Untuk pendidikan di wiliyah ini masyarakat relatif telah 
mengenal bangku sekolah, meskipun banyak penduduk desa 
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kemantren yang merupakan masyarakat Samin dan identik dengan 
tidak menyekolahkan anak-anak mereka.Namunsekarang ini mereka 
sudah banyak yang menyekolahkan anak-anak mereka. Berikut table 
yang menunjukan jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan 
yang ada di desa kemantren 
Table 3.2 
Jumlah peduduk Berdasarkan Pendidikan 
 
No Pendidikan Jumlah 
1 
2 
3 
4 
5 
Perguruan Tinggi 
Tamat SLTA 
Tamat SLTP 
Tamat SD 
Tidak Tamat SD 
32 
308 
747 
1,781 
581 
Jumlah   3,449 
Sumber data tahun 2016 
Dari table di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan 
penduduk Desa Kemantren relatif baik.Hal ini ditunjukan dengan 
besarnya animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada 
bangku sekolah.Kesadaran bahwa pentingnya pendidikan terutama 
pendidikan Sembilan tahun baru terjadi beberapa tahun ini sehingga 
jumlah lulusan SLTA dan SLTP mendominasi peringkat pertama.
89
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Adapun jumlah sarana dan prasarana di Desa Kemantren adalah 
sebagai berikut: 
 
Table 3.3 
Jenis Sarana dan Prasarana Desa Kemantren 
 
NO Jenis Sarana dan prasarana Jumlah gedung 
1 Kantor Desa 1 
2 Gedung SD 2 
3 Gedung MI 1 
4 Gedung TK 3 
5 Masjid  2 
6 Mushola  16 
7 Polindes  2 
8 Poskamling  9 
Sumber data tahun 2016 
Dari table di atas menunjukan bahwa gedung SLTP dan SLTA 
tidak di perlukan di Desa Kemantren karena jumlah siswa yang hanya 
sedikit sudah terakomodasi dalam SLTP dan SLTA terdekat.Pasar desa 
tidak ada untuk memenuhi kebutuhan sehari hari masyarakat biasanya 
mereka datang kepasar tradisional yang ada di Desa sudah cukup 
lengkap mengingat jumlah hanya 3,957 jiwa. 
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2. Desa Wado 
a. Asal usul Desa Wado 
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari aparat Desa Wado, untuk 
penulis yang datang kesana menanyakan sejarah desa Wado, aparat 
desa tersebut menyerahkan file yang berisi sejarah desa wado. 
Riwayat dan asal-usul yang diceritakan oleh para tokoh-tokoh 
masyarakat dan para tetua adat tentang Desa Wado adalah sebagai 
berikut, Hal ini bermula pada awal + 2,5 Abad yang lalu,ditempat yang 
masih berupa hutan belantara atau masih Sunyi ( gung liwang-liwung ) 
dan sedikit sekali penghuninya, datanglah seorang Bangsawan yaitu 
Putra dari Sultan Mataram yang saat itu berkuasa tidak lain adalah 
Raden Danang Sutowijoyo yang bernama  Raden Mas Ronggo 
Kusumo dimana beliau adalah seorang yang sakti mandraguna dan 
seorang Senopati (panglima Perang ) yang handal dan ahli strategi 
tempur. Namun Raden Mas Ronggo Kusumo tersebut mempunyai 
sifat-sifat yang jelek dan jahat sehingga tidak disukai oleh Paduka 
Ayahanda  Kanjeng Sultan .Sehingga Ayahanda Kanjeng sultan tidak 
akan menggantikan kedudukanya nanti Kepada Raden Mas Ronggo 
Kusumo, sebaliknya karena prilaku Putranya itu Kanjeng Sultan ingin 
mencari upaya untuk membunuh Raden Nas Ronggo Kusumo tersebut. 
Dengan dalih bahwa didaerah hutan Panolan (yang sekarang 
adalah Desa Panolan) yang berjarak +  3,5 Km dari Desa Wado terjadi 
suatu kerusuhan yaitu ada seekor ular besar yang selalu memangsa 
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semua penghuni serta membuat kekisruhan di wilayah hutan Panolan 
Tersebut. Maka oleh Ayahanda Kanjeng Sultan Mataram memrintah 
Putranya yaitu Raden mas Ronggo Kusumo tersebut untuk menangkap 
dan membunuh ular tadi. Namun semua itu adalah taktik upaya dari 
Sultan karena ular tersebut adalah  penjelmaan  dari Ratu Laut Pantai 
Selatan atau Nyi Roro kidul, yang ditugaskan Sultan untuk membunuh 
Raden Mas Ronggo Kusumo,yang nantinya akan menggantikan 
Singgasana Kerajaan mataram, Maka berangkatlah Raden Mas Ronggo 
Kusumo ke wilayah hutan Panolan untuk membasmi ular besar 
tersebut. Tibalah beliau di hutan (yang sekarang Desa Wado) untuk 
mengadakan persiapan-persiapan penyerbuan. Sebelum terjadinya 
penyerbuan besar-besaran ke hutan panolan Raden Mas Ronggo 
Kusumo mengadakan persiapan baik itu bidang persenjataan dan 
latihan-latihan beladiri (ulah kanuragan), setelah persiapan dirasa 
sudah cukup dan sudah matang maka dengan berpakain lengkap 
kebesaran pimpinan prajurit dan diikuti prajurit secukupnya maka 
berangkatlah untuk berperang melawan ular besar di hutan panolan, 
pakaian kebesaran yang dimaksud adalah: Parang, uluk dan kalung. 
Ular tersebut kalah, namun hal itu hanya untuk meneter (mengetes) 
kedigdayaan atau kesaktian dari Raden mas Ronggo Kusumo saja, 
karena ular tersebut sudah mengetahui secara pasti titik kelemahan dari 
Raden Mas Ronggo Kusumo tersebut. 
60 
 
 
 
Maka Perang berikutnya segera saja ular tersebut mengigit 
telinga dan sumping dari Raden Mas Ronggo Kusumo yang 
merupakan titik lemah ( pengapesan ) darinya. Sehingga mundur 
kembali ke Posnya Desa Wado bersama iring-iringan seluruh prajurit 
dengan menjerit meng-ADUH jatuhlah ia maka pesan terakhir kalau 
nanti ramainya Desa maka dinamakanlah WADO. Demikian sekilas 
cerita asal-usul dari Desa Wado yang berasal dari tetua dan tokoh-
tokoh secara turun temurun yang diyakini kebenaran, keabsahan dan 
kevalidan dari sumber cerita tersebut.
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b. Letak Geografi 
Desa Wado, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora. Desa 
Wado memiliki luas wilayah ± 809,996 Ha.Sebagian besar penduduk 
Desa Wado adalah bekerja di lahan pertanian. Desa Wado terdiri dari 
persawahan dengan luas  ± 621,000 Ha. Tegalan dengan luas ± 8,996 
Ha.Pekarangan 166,000 Ha.Tanah Bengkok ± 50,790 Ha.Bondo Desa 
± 3,795 Ha.Dengan kondisi wilayah tersebut daerah ini lebih cocok 
untuk di Tanami padi dan jagung, yang dalam kurang waktu satu tahun 
dapat mengalami panen sebanyak tiga kali.
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Desa Wado memiliki batas wilayah yakni di sebelah utara 
bebatasan dengan Desa Pulo, Desa Tanjung dan Desa Bajo, untuk 
sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sidorejo danDesa Gondel, 
sebelah barat berbatasan dengan Desa Sumber, kecamatan Keradenan 
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dan sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Desa Kemantren dan 
Desa Klagen.
92
 
Secara geografis, Desa Wado memang cukup jauh dari pusat 
pemerintahan kota. Jarak Desa Wado sendiri dengan Kecamatan 
kedungtuban adalah ± 4 km. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota 
adalah ± 20 km. jarak dengan Kabupaten Blora adalah ± 50 Km. 
Sedangkan jarak Desa Wado dengan Propinsi Jawa Tengah adalah 
±175 km.
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c. Kondisi Demografi 
Jumlah data kependudukan, di Desa Wado memiliki jumlah 
penduduk 8,379 jiwa.Terdiri dari 4,238 Laki-laki dan 4,141 
Perempuan.Selain itu Desa Wado memiliki 2 Dukuh 6 RW terdiri dari 
45 RT.
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d. KeadaanSosial Ekonomi 
Keadaan sosial ekomomi di Desa Wado kecamatan Kedungtuban 
kabupaten Blora mayoritas sebagai Petani. Meski ada yang TNI dan 
PNS, pedagang dan sebagainya tetapi relatif sedikit sebagaimana 
terlihat dalam table berikut: 
Table 3.4 
Jumlah Penduduk menurut mata pencarian 
 
No Mata Pencarian Jumlah 
1 
2 
PNS 
TNI/Polri 
31orang 
6 orang  
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3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Swasta 
Pedagang 
Petani 
Tukang 
Buruh Tani 
Pensiunan  
Lain-lain 
448 oang  
1,222 orang 
3.024 orang 
9 orang 
24 orang 
12 orang 
1,819 orang 
Jumlah   7,189 
Sumber data tahun 2016 
e. Keadaan pendidikan 
Untuk pendidikan di wilayah desa Wado sudah mengenal bangku 
sekolah, meskipun banyak penduduk desa wado yang lulusan SD saja, 
akan tetapi sekarang mereka menyekolahkan anak-anak mereka 
sampai di perguruan tinggi, Berikut table yang menunjukan jumlah 
penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yang ada di Desa Wado.
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Table 3.5 
Jumlah peduduk Berdasarkan Pendidikan 
 
No Pendidikan Jumlah 
1 
2 
3 
Perguruan Tinggi 
Tamat SLTA 
Tamat SLTP 
242 
1,157 
1,706 
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4 
5 
6 
7 
Tamat SD 
TK 
Tidak Tamat SD 
Pondok Pesantren 
3,463 
1,908 
274 
284 
Jumlah  9,034 
Sumber data tahun 2016 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan 
penduduk desa wado relatifbaik.Hal ini ditunjukan dengan besarnya 
animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada bangku 
sekolah.Kesadaran bahwa pentingnya pendidikan terutama pendidikan 
Sembilan tahun baru terjadi beberapa tahun ini sehingga jumlah 
lulusan SLTA dan SLTP mendominasi peringkat pertama. 
Adapun jumlah sarana dan prasarana di Desa Wado adalah 
sebagai berikut: 
Table3.6 
Jenis Sarana dan Prasarana Desa Wado 
 
NO Jenis Sarana dan Prasarana  Jumlah Gedung 
1 Kantor Desa 1 
2 Gedung PAUD 7 
3 Gedung TK 7 
4 Gedung MI/SD 8 
5 Gedung SLTP 3 
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6 Gedung SLTA 2 
7 Masjid  6 
8 Mushola  56 
9 Poskesdes  1 
10 Posyandu 7 
11 Olahraga  6 
12 Kesenian/Budaya 4 
13 Balai pertemuan 1 
14 Sumur Desa 5 
 Sumber data tahun 2016  
 
B. Gambaran Umum tentang Larangan Perkawinan dalam Adat 
Masyarakat Desa Kemantren dan Desa Wado kecamatan Kedungtuban 
Kabupaten Blora 
 
1. Sejarah terjadinya Larangan Perkawinan antar Desa. 
 
Larangan dalam adat perkawinan antara Desa Kemantren dan Desa 
Wado yaitu masysrakat desa Kemantren tidak boleh melakukan 
perkawinan denganmasyarakat desa Wado begitupula sebaliknya.Larangan 
perkawinan ini sudah ada sejak zaman dahulu.
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Tradisi yang ada dalam masyarakat tidak terhitung jumlahnya, akan 
tetapi kebanyakan timbul dari sebab-sebab yang ada di masyarakat 
tergantung kondisi dan dinamika yang terjadi yang berjalan tidak 
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berdasarkan kebutuhan, tetapi lebih karena warisan dari orang-orang 
sebelumya. Sebagaimana yang tertera dalam surat az-Zuhruf, ayat22: 
Bahkan mereka berkata: ”sesungguhnya kami mendapati nenek moyang 
kami mengenut sesuatu agama, dan kami dapat petunjuk untuk mengikuti 
jejak mereka”.97 
 
Tradisi yang telah ada dalam masyarakat akan mengakar dan 
mempengaruhi mental pribadi masyarakat, yang pada akhirnya mereka 
akan terus menjaga dan melestarikan tradisi tersebut. Dan tradisi akan 
diangap sebagai kebutuhan primer dalam kehidupan sehari-hari, meskipun 
banyak dari mereka yang tidak mengerti dengan apa yang telah dilakukan 
nenek moyangnya. 
Tradisi merupakan akibat kedua masyarakat, maksudnya setiap 
manusia mempunyai sifat bawaan, dan tradisi tersebut hampir sama 
sehingga sangat sulit untuk menghilangkan hal tersebut. Banyak para kyai 
atau da‟i berceramah, berjuang menghilangkan atau mengarahkannya ke 
jalan yang sesuai dengan syara‟ berbagai cara harus mereka tempuh, tetapi 
ada kalanya teradisi sebagai medium pemersatuan masyarakat.
98
 
Sejarah tentang terjadinya larangan perkawinan antar masyarakat desa 
Kemantren dan masyarakat desa Wado Ini di mulai dengan adanya 
perkelahian antara seorang pedagang atau penjual yang konon terjadi di 
pasar desa Wado, setelah berjalannya beberapa waktu. 
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Ketika salah satu masyarakat desa Kemantren dan desa Wado terjadi 
perkelahian yang disebabkan oleh adu mulut atau percekcokan, 
perkelahian itu dimenanyakan oleh masyarakat desa Wado dan kata-kata 
kepada anak cucunya tidak boleh menikah dengan masyarakat desa 
Kemantren.
99
 
Adatnya adalah seorang laki-laki dan perempuan dilarang untuk 
menikah karena dianggap sebagai musuh. 
Islam mebolehkan untuk saling menikah selagi tidak ada nas yang 
melarang itu. Dalam adat larangan perkawin tersebut, masih berjalan 
sampai sekarang ini dan masyarakat Kemantren dan Wado sangat 
memegang teguh hukum adat tersebut.
100
 
Semenjak kejadian itu, ada dendam dan permusuhan antar kedua 
Desa tersebut yaitu desa Kemantren dan desa Wado. Setiap ada kegiatan 
atau perlombaan yang diadakan antar desa Kemantren dan desa Wado 
selalu saja berakhir dengan permusuhan dan pertengkaran, bahkan bisa 
tejadi perkelahian diantara keduanya. 
2. Solusi bagi yang melanggar larangan pernikahan antar desa  
Bagi yang akan melanggar baik laki-laki harus tinggal di desa lain 
(desa kemantren dan desa wado), 
Dalam larangan perkawinan antar warga desa kemantren dan desa 
wado Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora, masyarakat berpedoman 
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dengan kepercayaan yang dipelajari dan diterapkan untuk menjadi 
landasan hukum selanjutnya, karena sebelumnya sudah pernah terjadi 
sesuatu hal-hal yang tidak di inginkan (musibah), setelah melakukan 
perkawinan antar warga desa kemantren dan desa wado. 
3. Sanksi bagi yang melanggar larangan pernikahan antar desa  
Sanksi bagi yanga akan melanggar larangan perkawinan antara 
desa kemantren dan desa wado, mereka harus pindah dari desa mereka 
agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
101
 
Mitos bagi yang akan melanggar larangan perkawinan antar desa 
kemantren dan desa wado salah satu diantar si laki-laki dan si perempuan 
mereka akan meninggal dan apabila mereka tidak akan terjadi apa-apa, 
kemungkinan itu biasa berdampak kepada salah satu di antara orang tua 
laki-laki atau perempuan mereka yang akan meninggal.  
Tradisi lain yaitu dilarang menikah di bulan sura karena dianggap 
itu bulan yang tidak baik mereka menyakini jika ada yang melanggar 
pantangan tersebut mereka itu akan mendapat bala (musibah), dan juga 
akan mendapat kesukaran (susah) dan bertengkar. 
Larangan perkawinan lainya ada juga hubungan perkawinan antara 
anak pertama dengan anak ketiga tidak boleh menikah konon menurut 
mitos orang Jawa pernikahan antara anak pertama dan anak ketiga sulit 
sekali untuk bisa harmonis, jauh dari kebahagiaan, tak jarang bila 
berketurunan juga dikaruniai anak cacat dan hidupnya dalam 
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penderitaan.Tradisi mengandung makna adanya kesinambungan antara 
masa lalu dengan masa kini. Ini menunjuk pada sesuatu yang diwariskan 
oleh masa lalu.Tetapi masih terwujud dan berfungsi pada masa sekarang. 
Dalam tradisi ada dua hal penting, yaitu pewarisan dan konstruksi. 
Pewarisan menunjukan adanya proses penyebaran tradisi dari masa ke 
masa, sedangkan konstruksi menunjuk pada pembentukan dan penamaan 
tradisi kepada orang lain.
102
 
Dalam konteks Islam berarti berbicara tentang serangkaian ajaran 
dan doktrin Islam yang terus berlangsung dari masa lalu ke masa sekarang 
yang berfungsi di dalam kehidupan masyarakat. Islam merupakan agama 
asing ketika masuk ke Indonesia, karena sebelum Islam datang masyarakat 
sudah memiliki kepercayaan dan tradisi tersendiri yang mewakili 
keyakinan mereka. 
Tradisi ini berwujud keyakinan yang dikenal dengan istilah 
animisme dan dinamisme. Kedua tradisi itu, Islam dan tradisi lokal 
akhirnya bertemu dengan masyarakat, baik secara kolektif maupun 
individual, tanpa bisa diklasifiksikan secara pasti mana yang berasal dari 
Islam dan mana yang produk lokal. Lama-lama tradisi itu berkembang dan 
diwariskan. 
4. Pendapat para tokoh masyarakat tentang terjadinya larangan perkawinan 
antar desa Kemantren dan desa Wado  
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Menurut Bapak Mukid, beliau berpendapat bahwa. menghindari 
pernikahan antara desa Kemantren dan desa Wado itu lebih baik, karena 
dengan menghindari pernikahan tersebut maka akan terhindar dari hal-hal 
yang tidak di inginkan.
103
 
Menurut Bapak Suwandi, beliau berpendapat bahwa melanggar 
pernikahan itu boleh saja, karena larangan perkawinan dalam adat 
masyarakat itu hanya sebuah kebiasaan atau perkataan pada saat orang 
dahulu saat mereka sedang marah-marah. 
104
 
Masyarakat desa wado dan desa kemantren menikah itu sebenernya 
sah-sah saja karena dalam Al-Qur‟an dan Hadist tidak ada yang 
melarangnya kecuali adanya ikatan nasab, sepersusuan dan semenda.
105
 
Menanggapi kasus tersebut, Bapak Karmin mengatakan pernikahan 
antara masyarakat desa kemantren dan desa wado sebenarnya sah-sah saja, 
karena tidak ada aturan yang melarangnya baik itu dalam hukum Islam 
maupun hukum positif. Tetapi sebagai orang Jawa bersemboyan kita 
menjaga dan menghormati adat istiadat yang sudah ada dan yang di 
percayai. Dan menurut beliau janganlah melanggar hal-hal yang sudah 
diyakini masyarakat sekitar kita.
106
 
Di singgung mengenai hal-hal yang akan terjadi atau tidak 
diinginkan (musibah) dari salah satu keluarga apabila tetap melaksanakan 
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pernikahan, beliau berpendapat bahwa, kita sadar bahwa setiap kejadian 
adalah kehendak Allah SWT dan tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang 
ada di sekitar kita. 
Apalagi menjadi penyebab utama, tetapi yang perlu diingat, 
walaupun kita yakin tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan 
setelah melakukan pernikahan tersebut, tetapi masyarakat sudah sangat 
meyakini, maka hal itu kemungkinan besar bisa terjadi.
107
 
Sedangkan menurut pendapat bapak Karmin, perkawinan antar desa 
kemantren dan desa wado sah-sah saja karena dalam Al-Qur‟an dan Hadist 
tidak ada yang melarangnya. Seseorang menikah dikatakan sah apabila 
telah melengkapi syarat sah nikah dan rukun nikah. 
Di singgung soal kepercayaan masyarkat mengenai hal-hal yang 
tidak diinginkan, beliau berpendapat menentang keras kepercayaan itu 
karena hal itu mendekatkan kita kepada musyrik.
108
Solusi bagi yang akan 
melanggar atau menentang larangan pernikahan yaitu dengan cara 
berpindah desa atau kota, agar terhindar dari hal-hal yang tidak di inginkan 
terjadi. 
Menurut Ibu Sarmi (pelaku perkawinan antara masyarakatdesa 
kemantren dan desa wado), beliau tidak setuju dengan larangan 
perkawinan yang ada dan beliau juga tidak percaya dengan akibat dari 
melakukan perkawinan tersebut yang akan menimbulkan hal-hal yang 
tidak diinginkan. Sarmi (masyarakatdesa kematren) menikah dengan 
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Yuhdi (masyarakat desa wado). Pada saat akan melaksanakan perkawinan 
tersebut, Pakde dari pihak laki-laki (Yuhdi) melarang keras perkawinan 
tersebut. Karena Pakde dari pihak laki-laki sangat meyakini adat dan 
kepercayaan masyarakat.Dan bahkan masyarakat sekitar pun menggunjing 
pernikahan tersebut dan jadi bahan pembicaraan masyarakat sekitar. Akan 
tetapi sekarang Sarmi dan Yuhdi tidak tinggal di salah satu desa 
kemantren maupun desa wado bahkan mereka tinggal di desa lain untuk 
menghindari hal-hal yang tidak di inginkan.
109
 
Menurut Lia, pernikahan antara masyarakat desa kemantren dan desa 
wado sah–sah saja asalkan rukun dan syarat nikah terpenuhi. Tetapi di 
singgung mengenai hal-hal yang tidak di inginkan, beliau berpendapat 
bahwa menghindari terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan itu lebih 
baik. Jadi sebaiknya pernikahan antara masyarakat desa kemantren dan 
desa wado tidak dilakukan atau  menghindari.
110
 
Menurut Nisa‟, beliau sependapat dengan Lia. Menurut beliau, 
menghindari pernikahan antara masyarakat desa kemantren dan wado 
lebih baik, karena dengan menghindari pernikahan tersebut maka akan 
terhindar dari hal-hal yang tidak di inginkan.
111
 
Demikianlah pendapat beberapa tokoh agama, sesepuh desa dan 
masyarakat mengenai larangan adat perkawinan antara desa kemantren 
dan desa wado, dengan melihat latar belakang tokoh masyarkat maupun 
masyarakat yang berbeda. 
 
                                                 
109
Sarmi, masyarakat Desa Kemantren (pelaku penikahan), Wawancara pribadi, 3 
Desember 2016, pukul 19.00-19.30 WIB. 
110
Lia, Tokoh masyarakat Desa Kemantren, Wawancara pribadi, 8 November 2016 , 
pukul 02.00 - 03.00 WIB. 
111Nisa‟, tokoh masyarakat Desa Wado, Wawancara pribadi, 15 November 2016, pukul 
01.00 – 02.00 WIB. 
72 
 
 
 
BAB 1V 
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN 
DALAM ADAT MASYARAKAT DESA KEMANTREN DAN DESA WADO 
KECAMATAN KEDUNGTUBAN KABUPATEN BLORA 
 
A. Analisis terhadap faktor-faktor terjadinya Larangan Perkawinan antara 
Desa Kemantren dan Desa Wado 
 
Tentang soal budaya Jawa, masyarakat masih ada yang mempercayai 
dan menjunjung tinggi.Masyarakat desa Kemantren dan desa Wado tidak 
lepas dari tiga aturan yaitu masyarakat memegangteguh ajaran Islam, mereka 
juga tidak meninggalkan adat istiadat dan kepercayaan para orang terdahulu, 
dan juga tetap patuh pada aturan-aturan pemerintah. 
Dalam kasus larangan perkawinan yang terjadi di desa kemantren dan 
desa wado, adalah kebiasaan masyarakat dalam menyikapi hal-hal yang 
pernah terjadi sebelumnya untuk di jadikan dasar hukum adat Jawa, atau 
masyarakat menyebutnya dengan ilmu titen (ilmu hafalan).  
Larangan perkawinan antar masyarakat desa kemantren dandesa wado 
di latar belakangi karenan adanya permusuhan antar kedua desa. Dengan dasar 
inilah masyarakat desa kemantren dan desa wado melarang perkawinan antara 
kedua desa tersebut. Yang menjadi faktor utama adalah adanya permusuhan 
antara kedua desa yang melatarbelakangi munculnya larangan perkawinan 
antara kedua desa. 
Larangan perkawinan antar desa merupakan larangan adat yang 
dijalankan oleh masyarakat di desa kemantren dan desa wado dalam tradisi 
fiqh disebut „urf fi‟ly yaitu kebiasaan yang berlaku oleh masyarakat desa 
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kemantren dan desa wado ini merupakan „urf khusus yakni kebiasaan yang 
hanya dilakukan oleh masyarakat. 
Syara‟ atau hukum Islam datang sesudah adat mengambil bentuknya 
yang tertentu.Bahwa apa yang dikatakan oleh syara‟ yang datang kemudian, 
sebelumnya telah dijalankan oleh adat. Datanglah syara‟ kemudian 
memberikan pengukuhan kepada apa yang sudah dijalankan oleh adat sebagai 
hukum yang hidup dalam masyarakat yang mengundang nilai-nilai universal 
tetep harus dipedomani, termasuk dalam lapangan hukum keluarga, selama ia 
tidak bertentangan dengan hukum Islam. Konsep al-„urf berdasarkan 
pengertian mubah atau jaiz (pembolehan) dapat dijadikan tola ukurnya.
112
 
Hukum tradisi berbeda dengan hukum fiqh, dalam hukum fiqh harus 
diucapkan dengan rumus ijab qabul, pesetujuan dapat dianggap ada sekaligus 
secara diam-diam atausebagai kesimpulan dari sejumlah sikap, tingkah laku 
atau perbuatan kedua belah pihak. Para Fuqaha‟ dengan madzab yang 
berbeda-beda berpendapat bahwa tradisi merupakan salah satu pertimbangan 
dalam mengambil ketentuan hukum menjadikan adat suatu tradisi sebagai 
sumber fiqh sebagaimana firman Allah surat al-A‟raf, ayat 199:  
 
Jadikanlah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, 
serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. 
 
Tradisi juga merupakan sumber hukum yang fleksibel, yang dapat 
berubah dan berbeda di tempat yang satu dan yang lainnya, sebagaimana 
pendapat Abdurrahim bahwasanya dari segi kekuatan dan ketetapan 
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hukumnya, tradisi adat dapat berubah sesuai perubahan yang terjadi pada 
tradisi itu sendiri, misalnya pendapat Imam Syafi‟i berbeda ketika di Mesir 
dan di Irak,
113
 namun harus dalam batas tidak menentang al-Qur‟an dan 
Hadist. 
Dalam pelaksanaan acara perkawinan, masyarakat desa Kemantren dan 
desa Wado dalam waktu yang sama telah melaksanakan dua tuntutan, yaitu 
tuntutan agama dan tuntutan adat. Ini berarti bahwa pada waktu melaksanakan 
agama dengan sendirinya juga telah melaksanakan ajaran adat ia telah 
mengerjakanajaran agama ini dapat terjadi karena telah berpadunya dalam 
agama.
114
 
Dalam larangan perkawinan antar warga Desa Kemantren dan Desa 
Wado, Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora,masyarakat berpedoman 
dengan kepercayaan yang dipelajari dan diterapkan untuk menjadi landasan 
hukum selanjutnya, karena sebelumnya sudah pernah terjadi sesuatu hal-hal 
yang tidak di inginkan (musibah), setelah melakukan perkawinan antar 
masyarakat desa kemantren danmasyarakat desa wado. 
B. Analisis Hukum Islam terhadap Larangan Perkawinan di Desa 
Kemantren dan Desa Wado kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora 
 
Dalam surat an-Nisa ayat 22-24, menjelaskan tentang wanita-wanita 
yang haram di nikahi terbagi menjadi dua yaitu haram selamanya dan haram 
sementara.  
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Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, 
terkecuali pada masa yang telah lampau.Sesungguhnya perbuatan itu Amat 
keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh) (22). 
Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang 
perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu 
yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak 
perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan 
dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; 
saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak 
isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, 
tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu 
ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan 
bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam 
perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi 
pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang (23).Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang 
bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan 
hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu.dan Dihalalkan bagi kamu 
selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk 
dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati 
(campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan 
sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu 
terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan 
mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana 
(24).
115
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Dalam surat an-Nisa ayat 22, Allah mengharamkan menikahi wanita-
wanita yang telah di nikahi oleh ayahnya kecuali sebelum turun ayat tersebut, 
dalam surat an-Nisa ayat 23 Allah memperinci wanita-wanita lain yang juga 
haram untuk di nikahi. 
 Sedangkan dalam surat an-Nisa ayat 24 Allah Swt menambahkan 
larangan wanita yang haram untuk dinikahi.Sedangkan yang terjadi di desa 
kemantren dan desa wado larangan perkawinan antara masyarakat desa 
kemantren danmasyarakatdesa wado. 
Larangan perkawinan ada yang bersifat selamanya dan ada yang 
bersifat sementara. 
Larangan perkawinan untuk sementara waktu yaitu. 
1. Wanita yang masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain. 
2. Wanita yang sedang dalam masa „iddah 
3. Wanita yang ditalak tiga. 
4. Wanita yang sedang melakukan ihram 
5. Wanita musyrik. 
6. Wanita murtad 
Sedangkan larangan selamanya yaitu. 
1. Karena Nasab (keturunan). 
2. Karena Persusuan. 
3. Karena Semenda.116 
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Dalam hal ini tidak di temukan larangan antau anjuran secara tegas 
tentag perkawinan antar masyarakat desa seperti yang terjadi di desa 
kemantren dan desa wado.Oleh karena itu, tidak ada larangannya dalam al-
Quran maupun hadits. 
Berkaitan dengan „urf ini terdapat kaidah fiqh yang berbunyi:  
Adat kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum.
117
 
 
Dan juga kaidah yang berbunyi: 
Artinya: 
Adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang dikenal oleh 
manusia bukan dengan yang jarang terjadi.
118
 
 
Menurut Al-Jurjany, Al-„Aadah ialah sesuatu (perbuatan/perkataan) 
yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, 
dan manusia mengulang-ulanginya terus menerus. Menurut Abdul Wahab 
Kholaf, Al-„Urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan 
dikerjakan oleh mereka, dari: perkataan, perbuatan atau (sesuatu) yang 
ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan Al-„Aadah.Dan dalam bahasa 
ahli Syara‟ tidak ada perbedaan antara Al-„Urf dengan Al-„Aadah.119 
„Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk mu‟amalah (hubungan 
kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsungtetap 
tidak berubah (konstan) di tengah masyarakat.
120
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Sesuai dengan kaidah fiqh  ٌةَمَكَحُم ُةَداَعْنا maka larangan adat perkawinan 
antar masyarakatdesa merupakan hukum bagi masyarakat desa kemanten dan 
desa wado. Mereka masih mematuhi larangan perkawinan tersebut karena di 
khawatirkan jika melakukan perkawinan akan mendatangkan hal-hal yang 
tidak diinginkan. 
Kaidah-kaidah tersebut memberikan peluang kepada kita untuk 
menetapkan ketentuan-ketentuan hukum, apabila tidak ada nash yang 
menjelaskan ketentuan hukumnya. Bahkan meneliti dan memperhatikan adat 
(„urf) untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan suatu ketentuan 
hukum merupakan suatu keharusan. 
Para ulama fiqh membagi „urf  diantaranya sebagai berikut: 
1. Dari segi ruang lingkup penggunanya, „urf terbagi kepada: „urf umum dan 
„urf khusus. 
a. „Urf umum („urf amm),yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di 
mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang 
negara, bangsa dan agama. Umpamanya: menganggukkan kepala tanda 
menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau 
menidakkan. 
b. „Urf khusus („urf khas), yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok 
orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu; tidak berlaku di 
semua tempat dan di sembarang waktu. Umpamanya: bagi masyarakat 
tertentu penggunaan kata “budak” untuk anak-anak dianggap 
menghina, karena kata itu hanya terpakai untuk hamba sahaya, tetapi 
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bagi masyarakat lainnya kata “budak” biasa digunakan untuk anak-
anak. 
121
 
2. Dari segipenilaian baik dan buruk, „urf terbagi kepada: „urf s}hohih dan 
„urf fasid. 
a. „Urf s}hohih adalah adalah „urf yang baik dan dapat diterima karena 
tidak bertentangan dengan syara‟ atau kebiasaan yang berlaku di 
tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (Al-
Qur‟an atau hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan 
tidak pula membawa mudharat kepada mereka.
122
 
Umpamanya: mengadakan acara halal bihalal (silaturrahmi) saat hari 
raya.
123
 
b. „Urf Fasid adalah „urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena 
bertentangan syara‟ atau kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-
dalil syara‟ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam 
syara‟.124Umpamanya: berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta 
dengan menghidangkan minuman haram.
125
 
Berikut adalah praktek-praktek „Urf dalam masing-masing madzab 
1. Fiqh Hanafi  
a. Dalam akad jual beli. Seperti standar harga, jual belirumah yang 
meliputi bangunan meskipun tidak di sebutkan. 
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b. Bolehnya jual beli yang masih di pohon karena „Urf. 
c. Belehnya mengelola lahan pertanian orang lain tanpa izin jika di 
daerah tersebut ada kebiasaan bahwa lahan pertanian digarap oleh 
orang lain, maka pemiliknya bisa meminta bagian. 
d. Bolehnya mudharib mengelola harta shohibul maal dalam segala hal 
menjadi kebiasaan para pedagan. 
e. Menyewa rumah meskipun tidak dijelaskan tujuan penggunanya. 
2. Fiqh Maliki 
a. Bolehnya jual beli barang dengan menunjukan sample 
b. Pembagian nisbah antara mudhorib dan sahibul maal berdasarkan „Urf 
jika terjadi perselisihan 
3. Fiqh Syafi‟i 
a. Batasan penyimpanan barang yang dianggap pencurian yang wajib 
potong tangan. 
b. Akad sewa atas alat transportasi. 
c. Akad sewa atas ternak. 
d. Akad istisna. 
4. Fiqh Hambali 
a. Jual beli mut‟ah. 
Para ulama sepakat bahwa „urf Ṣ hohih dapat dijadikan dasar 
hujjah.Ulama Malikiyah terkenal dengan peryataan mereka bahwa 
amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama 
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Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan 
dasar hujjah. 
Para ulama telah sepakat bahwa seorang mujtahid dan seorang 
hakim harus memelihara „urf s}hohih yang ada di masyarakat dan 
menetapkan sebagai hukum.Para ulama juga menyepakati bahwa „urf 
fasid harus dijauhkan dari kaidah-kaidah pengembilandan penetapkan 
hukum.„Urf fahid dalam keadaan darurat pada lapangan muamalah 
tidaklah otomatis membolekannya.Keadaan darurat tersebut dapat 
ditoleransi hanya apabila bener-bener darurat dan keadaan sangat 
dibutuhkan. 
Imam Syafi‟i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya.Ada 
suatu kejadian tetap beliau menetapkan hukum yang berada pada 
waktu beliau masih berada di mekkah (qaul qadim) dengan setelah 
beliau berada di Mesir (qaul jadid) hal ini menunjukan bahwa ketiga 
madzab itu berhujjah dengan „urf.Tentu saja „urffasid tidak mereka 
jadikan sebagai dasar hujjah. 
Abdul Wahab Khalaf berpandangan bahwa suatu hukum yang 
berstandar pada „Urfakan fleksibel terhadap waktu dan tempat, karena 
Islam memberikan prinsip sebagai berikut: 
“Suatu ketetapan hukum (fatwa) dapat berubah disebabkan berubahnya 
waktu, tempat, dan situasi (kondisi)”.126 
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Dengan demikian, memperhatikan waktu dan tempat masyarakat 
yang akan diberi beban hukum sangat penting. Prinsip yang sama di 
kemukakan dalam kaidah-kaidah sebagai berikut: 
“Tidak dapat diingkari adanya perubahan karena barubahnya waktu 
(zaman)”. 
Dari prinsip ini, seseorang dapat menetapkan hukum atau 
melakukan perubahan sesuai dengan perubahan waktu (zaman).Ibnu 
Qayyin mengumumkan bahwa sesuatu ketentuan hukum yang 
ditetapkan oleh seseorang mujtahid mungkin saja mengalami 
perubahan karena perubahan waktu, tempat keadaan, dan adat.
127
 
Jumhur ulama tidak membolehkan „Urf Khash sedangkan sebagian 
ulama Hanafiyyah dan syafi‟iyyah membolehkannya, dan inilah 
pendapat yang s}hohihkarena kalau dalam sebuah negeri terdapat „urf 
tertentu maka akad dan muamalah yang terjadi padanya akan 
mengikuti „urf tersebut. 
Bahwa dilihat dari segi larangan perkawinan antar desa yang 
terjadi di desa kemantren dan desa wado termasuk Katogori „urf 
khas(khusus) karena tidak berlaku universal, hanya berlaku pada 
masyarakat desa kemantren dan masyarakat desa wado. 
Jika dilihat dari segi latar belakang perkawinan antar desa 
kemantren dan desa wado, maka larangan perkawinan tersebut terjadi 
karena adanya permusuhan antara kedua desa.Oleh sebab itu, 
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permusuhan merupakan halangan bagi masyarakat desa kemantren dan 
desa wado yang ingin melakukan perkawinan. 
Jika dilihat dari halangan perkawinan menurut fiqh yaitu halangan 
abadi dan halangan sementara, maka permusuhan antara desa 
kemantren dan desa wado termasuk kedalam halangan sementara.Jika 
permusuhan antara desa kemantren dan desa wado sudah hilangan 
(tidak ada permusuhan lagi), maka perkawinan dapat dilakukan. Sesuai 
dengan kaidah fiqh: 
“ Tidak dapat dipungkiri bahwaperubahan hukum (berhubungan) 
dengan perubahan masa”128 
 
Permusuhan antara masyarakat Desa Kemantren dan Desa Wado, 
terlihat dalam setiap kegiatan yang dilakukan bersama-sama yang 
selalu berakhir dengan permusuhan.Seiring berjalannya waktu, sesuai 
dengan perkembangan dan perubahan zaman, masyarakat sudah 
memiliki wawasan ilmu yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 
zaman dahulu. 
Hal ini terlihat darisegi pendidikan masyarakat.Kemaslakhatan 
yang ada pada zaman dahulu tidak sama dengan kemaslahatan yang 
ada pada zaman sekarang, oleh karena itu hukum akan berubah sesuai 
dengan perkembangan zaman.  
Di dalam UU No.1 Tahun 1974 disebutkan tentang adanya 
larangan perkawinan, pencegahan perkawinan dan pembatalan 
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perkawinan. Larangan perkawinan tertera dalam Pasal 8, 9 dan 10. 
Menurut Pasal 8 UU No.1 Tahun 1974 perkawinan yang dilarang 
ialah antara dua orang sebagai berikut. 
g. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke 
atas; 
h. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu 
antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua 
dan antara seorang dengan saudara neneknya. 
i. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan 
ibu/bapak tiri. 
j. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi atau paman 
susuan. 
k. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau 
kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari 
seorang. 
l. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan 
lain yang berlaku dilarang kawin. 
129
 
Di dalam KHI juga sudah di atur dalam pasal 39-44 tentang larangan 
perkawinan. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seseorang pria 
dengan seaorang wanita disebabkan:  
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- Pasal 39 
4. Karena pertalian nasab, 
b. Dengan seseorang wanita yang melahirkan atau yang 
menurunkannya atau keturunannya. 
b. Dengan seseorang wanita keturunan ayah atau ibu 
c. Dengan seseorang wanita saudara yang melahirkannya 
5. Karena pertalian kerabat semenda 
e. Dengan seseorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas 
istrinya. 
f. Dengan seseorang wanita bekas istri orang yang 
menurunkannya  
g. Dengan seseorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, 
kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya 
itu qabla al dukhul 
h. Dengan seseorang wanita bekas istri keturunannya 
6. Karena pertalian persusuan 
f. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis 
lurus ke atas 
g. Dengan seseorang watita sesusuan dan seterusnya menurut 
garis lurus ke bawah 
h. Dengan seseorang wanita saudara sesusuan, dan keponakan 
sesusuan ke bawah 
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i. Dengan seseorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi 
sesusuan ke atas 
j. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya. 
- Pasal 40 
Dilarang melangsungkan perkawinan antara pria dengan seorang 
wanita karena keadaan tertentu. 
d. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan 
dengan pria lain. 
e. Seorang wanita masih berada dalam masa iddah dengan pria lain. 
f. Seorang wanita yang tidak beragama islam. 
- Pasal 41 
3. Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita 
yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan 
istrinya. 
c. Saudara kandung, seayah, atau seibu serta keturunannya. 
d. Wanita dengan bibiknya atau kemponakanya. 
4. Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-
istrinya ditalak raj‟i, tetapi masin dalam masa iddah.  
- Pasal 42  
Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang 
wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri 
yang empat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam 
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masa iddah talak raj‟i atau salah satu diantara meraka masih terikat tali 
perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj‟i. 
- Pasal 43 
(1). Dilanrang melangsungkan perkawinan antara seorang pria: 
a. dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali; 
b. dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili‟an 
(2). Laranga tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas istrinya 
telah kawin dengan pria lain, kemidian perkawinan tersebut putus 
ba‟da dukhul dan habis masa iddahnya. 
- Pasal 44 
Seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan 
seorang pria yang tidak beragama islam. 
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Dilarang pula melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan 
wanita karena keadaan tertentu: 
4. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu pernikahan dengan 
pria lain. 
5. Seorang  wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain 
6. Seorang wanita yang tidak beragama Islam. 
Seorang pria dilarang memadu istri-istrinya dengan seorang wanita yang  
mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya; 
3. Saudara kandung, seayahatau seibu atau keturunannya. 
4. Wanita dengan bibiknya atau keponakannya.131 
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Dalam sistem perundang-undangan Indonesia seperti dalam UU 
perkawinan No. 1 tahun 1974 dan KHI tidak ditemukan pula adanya larangan 
perkawinan antara desa serperti yang terjadi di desa kemantren dan desa wado. 
Dari beberapa uraian sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa: 
1. Tidak ada nash yang melarang atau mencegah perkawinan antar 
masyarakatdesa seperti yang terjadi di desa kemantren dan desa 
wado.Adat tentang larangan perkawinan antar desa yang terjadi di desa 
kemantren dan desa wado dilandasi atas dasar keyakinan atau kepercayaan 
yang ada secara turun temurun dari generasi ke generasi.  
Masyarakat desa kemantren dan desa wado mengetahui bahwa 
tidak ada larangan perkawinan antar masyarakat desadi dalam nas, tetapi 
larangan tersebut sangat dipercayai oleh masyarakat desa kemantren dan 
desa wado dan mereka takut hal buruk akan menimpanya. 
2. Dilihat dari latarbelakang larangnya perkawinan antara masyarakat desa 
kemantren dan masyarakat desa wado yaitu karena adanya permusuhan 
antara kedua desa. Permusuhan antara kedua desa tersebut merupakan 
penghalang bagi terlaksananya perkawinan antara masyarakat desa 
kemantren dengan masyarakat desa wado. Permusuhan antara kedua desa 
tersebut termasuk ke dalam halangan sementara bagi terlaksananya 
perkawinan. Jika halangannya sudah hilang, maka perkawinan dapat 
dilakukan. 
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3. Dalam sistem perundang-undangan Indonesia seperti dalam Undang-
undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan KHI tidak ditemukan pula 
adanya larangan perkawinan antar masyarakat desa seperti yang terjadi di 
desa kemantren dan desa wado. 
Pengertian hukum adat didefinisikan sebagai suatu aturan atau kebiasaan 
beserta norma-norma yang berlaku di suatu wilayah tertentu dan dianut oleh 
sekelompok orang di wilayah tersebut sebagai sumber hukum.Ditinjau dari 
segi pemakaian hukum adat dapat diartikan sebagai tingkah laku manusia 
maka segala sesuatu telah terjadi atau yang biasa terjadi di dalam masyarakat 
dapat terjadi sebagai suatu hukum.
132
 
Ciri-ciri hukum adat : 
6. Hukum adat tidak termodifikasi dan tidak tertuang di dalam perundang-
undangan. 
7. Hukum adat tidak disusun secara sistematis 
8. Hukum adat tidak dihimpau dalam bentuk kitab atau buku undang-undang 
hukum 
9. Putusan dalam hukum adat tidak berdasarkan pertimbangan tetapi lebih 
cenderung berdasarkan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. 
10. Pasal-pasal yang terdapat di dalam hukum adat tidak mempunyai 
penjelasan secara rinci. 
Ruang lingkup hukum adat, hukum adat juga dikenal sebagai hukum 
kebiasaan dimana peraturan yang ada didalamnya masih bersifat erat dan 
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dengan norma dan kebiasaan setempat. Jadi ruang lingkup hukum adat hanya 
sebatas wilayah yang menganut adat atau kepercayaan tersebut saja.Ruang 
lingkup hukum adat dibatasi oleh lingkungan hukum perdata.Jika peraturan 
yang ada hukum adat sudah diatur oleh hukum perdatamaka hukum adat 
tersebut tidak berlaku lagi. Hukum adat merupakan salah satu kebudayaan 
bangsa. 
Hukum adat dan nilai-nilai kekeluargaan yang di miliki masyarakat desa 
kemantren dan desa wado sejak dahulu memiliki keampuhan untuk tetap 
menjaga persatuan dalam relasi yang majemuk.Setiap kehidupan dan kegiatan 
didasarkanpada hukum adat memberi peluang kepada setiap individu untuk 
tunduk kepadanya dan percaya bahwa hukum yang ada merupakan suatu yang 
sacral dan punya kekuatan.Hukum adat menjamin hak-hak asasi, harkat dan 
martabat manusia, adanya penghargaan yang tinggi terhadap individu, 
kelompok, dan nilai kehidupan manusia. 
Pengertian adat menurut prof. Mr. B. Terhaar Bzn :  hukum adat adalah 
keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala 
adat dan beraku secara spontan dalam masyarakat. Terhadap terkenal dengan 
teori “ keputusan” artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat-istiadat 
itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa 
masyarakat hukum terhadap sipelanggar peraturan adat-istiadat. Apabila 
penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap si pelanggar maka adat-
istiadat itu sudah merupakan hukum adat.
133
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Pendiri-pendiri madzab terkenal dalam pemikiran hukum Islam seperti 
Abu hanifah, Maliki bin Anas, asy-Syafi‟i dan Ahmad bin Hambal 
mempergunakan hukum adat dan istinbat hukum dengan syara‟ tidak 
menyalahi dalil-dalil syar‟i dan tidak menghalalkan yang haram serta tidak 
menyalahkan yang wajib. Para fuqaha mengakualifikasikannya ke dalam 
beberapa syara‟, diantaranya:134 
1. Adat harus secara umum diperaktekkan oleh anggota masyarakat jika adat 
tersebut dikenal secara umum oleh semua lapisan masyarakat atau adat di 
peraktekkan oleh sebagai kelompok atau masyarakat. 
2. Adat harus berupa suatu kebiasaan yang sedang berjalan dalam 
masyarakat pada waktu adat akan dijadikan sebagai hukum. 
3. Adat harus dipandang tidak sah jika hukum adat tersebut bertentangan 
dengan ketentuan yang eksplitit dari al-Qur‟an dan hadis.  
4. Dalam hal perselisihan, adat akan dipakai hanya ketika tidak ada 
penolakan yang ekspalit untuk menggunakan adat dari salah satu pihak 
yang terlibat. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Yang melatarbelakangi adanya larangan perkawinan antar Desa yang 
terjadi di Desa Kemantren dan Desa Wado adalah adanya sebuah dendam 
dan permusuhan antara kedua Desa tersebut. Setiap ada kegiatan antara 
warga Desa Kemantren dan warga Desa Wado, selalu akan terjadi dengan 
pertengkaran. 
2. Melihat halangan dari perkawinan antara Warga Desa Kemantren dan 
Desa wado, perkawinan tersebut menurut masyarakat kedua warga boleh 
dilakukan asal salah satu yang akan melangsungkan perkawinan mereka 
harus tinggal atau pindah dari Desa Kemantren atau Desa Wado. Karena 
permusuhan antara kedua Desa tersebut merupakan halangan bagi 
terlaksananya perkawinan.  
3. Dengan melihat halangan dari perkawinan antara maasyarakat Desa 
Kemantren dan Desa Wado, perkawinan tersebut boleh dilakukan jika 
halangan tersebut hilang (permusuhan antara kedua desa). Permusuhan 
antara kedua desa merupakan halangan sementara bagi terlaksananya 
perkawinan. Di dalam hukum Islam terdapat halangan abadi dan halangan 
sementara dalam perkawinan, sehingga larangan perkawinan antar warga 
desa seperti yang terjadi di desa Kemantrendan desa Wado tidak ada di 
dalam hukum Islam. 
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B. Saran-saran 
1. Hendaknya para orang tua memberikan pemahaman kepada anak-anaknya 
untuk mengakhiri permusuhan yang terjadi, dan menanamkan bahwa 
sesama umat muslim itu bersaudara. Serta tidak memberikan pemahaman 
kepada anak-anak mereka bahwa warga Desa Kemantren dan DesaWado 
tidak boleh menikah. 
2. Hendaknya para pemuda dan masyarakat umum memperkaya pengetahuan 
keagamaan, tidak hanya mengikuti isu-isu kontemporer tetapi juga hal-hal 
yang sudah mentradisi dalam masyarakat sehingga tidak hanya mengikuti 
sutau tatanan yang sudah ada tanpa mengetahui dasar hukumnya, dapat 
menentukan mana adat yang dapat dilestarikan dan mana yang tidak 
sehingga dapat menjadi penerus agama yang dapat membangun 
masyarakat.  
3. Demi terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah, 
maka bagi pasangan yang akan melaksankan perkawinan hendaknya 
mempertimbangkan hal-hal yang akan menghalangi tercapainya sebuah 
tujuan perkawinan yang memang hal tersebut dibenarkan oleh syara‟ dan 
bukan atas pertimbangan khalayak menurut tradisis masyarkat saja. 
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LAMPIRAN 
 
PEDOMAN WAWANCARA 
1. Bagaimana kondisi masyarakat secara geografis, social, keagamaan, 
ekonomi dan pendidikan?  
2. Apa penyebab terjadinya larangan perkawinan antar  Desa Kemantren dan 
Desa Wado? 
3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang terjadinya perkawinan antar Desa 
Kemantren Dan Desa Wado ? 
4. Adakah Warga yang melakukan larangan perkawinan tersebut? 
5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui sejarah adanya larangan perkawinan antara 
Warga Desa Kemantren dan Warga Desa wado ? 
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